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ABSTRAK 
Nama : Andyrwanto 
NIM : 10800111019 
Judul : Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern 
terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi 
Anggaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Kabupaten 
Kepulauan Selayar) 
  
Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaruh Perencanaan Anggaran dan  
Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi 
Anggran Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap 
Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan 
Realisasi Anggran Sebagai Variabel Intervening. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi 
Anggaran sebagai variabel bebas sedangkan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagai 
variabel terikat.  
 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menekankan pada metode 
analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer. Data primer diperolah dari penyebaran kuesioner yang diesbarkan 
peneliti kepada responden terdapat di SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampling dengan 
sampel yang diperoleh sebanyak 69 sampel. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan 
dengan menggunakan uji statistik berganda yaitu uji t dan uji f.  
 
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Perencanaan Anggaran tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Pengendalian 
Intern dan Realisasi Anggaran masing-masing berpengaruh signifikan terhadap 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. Pada analisis regresi variabel intervening di 
temukan bahwa realisasi anggran dapat memediasi antara perencanaan dan 
akuntabilitas begitu pula dengan variabel pengendalian intern. 
 
Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern, Realisasi Anggaran  dan 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
       Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan perubahan 
penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan 
dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan 
dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pada era ini pemerintah 
Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan adanya kebijakan 
ini maka yang perlu diperhatikan adalah perangkat daerah atau yang biasa disebut 
dengan SKPD.  
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah 
organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada 
gubernur/ bupati/ walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri 
dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 
satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan. dalam peraturan menteri dalam 
negeri nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa satuan kerja perangkat daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran atau pengguna barang (Dewi, 2014). Dengan diberikannya 
wewenang oleh pemerintah pusat ke daerah yang di sebut dengan otonomi daerah, 
akan mengakibatkan banyak penyimpangan yang terjadi di daerah, olehnya itu 
dibutuhkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah 
(Accountability).  
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Perhatian terhadap isu akuntabilitas keuangan publik diindonesia semakin 
meningkat dalam dekade terakhir ini. hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor 
berikut ini yaitu: (1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi 
terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam 
pengelolaan keuangan negara; (2) Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan 
perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah ( Windah, 2015). 
Pelaksanaan Otonomi daerah akan membutuhkan sebuah pertanggung- jawaban 
kepada publik dimana pernyataan ini diperjelas dengan di keluarkannya Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 
nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan 
sistem pemerintahan desentralisasi.  Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan 
yang dipandang sangat demokratis dan menggambarkan serta memenuhi aspek 
desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. pertimbangan mendasar 
terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang 
mengindikasikan bahwa semangkin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing 
tiap negara, termaksud daya saing pemerintah daerahnya. (Espinnoza, 2014).  
Agar transparansi dan akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi 
yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan 
keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah 
sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat 
menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat 
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mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah 
(Rabbani, 2015).    
Olehnya itu sangat penting diperhatikan mengenai efektivitas pengelolaan 
anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan program yang telah di 
anggarkan sampai dengan pelaporan/pertanggung jawaban anggaran karena 
dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Tamesoleng, 2015), Penyusunan 
anggaran merupakan suatu rencana tahunan sebagai aktualisasi pelaksanaan rencana 
jangka panjang maupun menengah. Tahap awal dari penyusunan anggaran yaitu 
perencanaan anggaran. Perencanaan sendiri merupakan sunnatullah. Dalam konsep 
manajemen islam dijelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya Organisasi) 
Hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat dimasa lalu untuk merencanakan 
apa yang akan dilakukan dihari esok. Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Hasyr : 18 Allah 
Berfirman:  
 
 َّنِإ ۚ ََّااللَُّىقَّتاَۖو ٍدَغِل ْتَمَّدَق ا َّم ٌسَْفو ْرُظَىتْلَو َ َّللَّا اُىقَّتا اُىىَمآ َهيِذَّلااَهَُّيأ َاي 
 َنُىلَمَْعت اَِمب ٌريِبَخ َ َّللَّا 
 
Terjemahan : „‟Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan     
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk 
hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan‟‟ (QS. Al-Hasyr : 
18). 
Setelah anggaran tersebut selesai direncanakan maupun dilaksanakan maka 
dibuatlah laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan 
pemerintah daerah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 
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tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. secara operasional, menteri dalam 
negeri telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan kepmendagri Nomor 13 tahun 
2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap satuan kerja 
perangkat daerah  (SKPD) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi 
laporan keuangan. secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa 
mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. keadaan 
internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. 
persoalan yang muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada diluar 
kendali sehingga sulit diperkirakan.    
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan 
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (Yandra, 2010)  
Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 8 tahun 2008 bahwa dalam penyusunan anggaran dibutuhkan pengendalian 
internal, dimana sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting 
dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Karena setelah adanya rencana 
anggaran yang baik maka diperlukan pengendalian dalam hal ini adalah pengawasan 
untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan. Pengawasan dapat 
digunakan sebagai penilai dari pelaksanaan dari sebuah rencana dan apabila realisasi 
tidak sesuai maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini sesuai dengan QS. 
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Al-Asyr ayat 3 yang dijadikan sebagai landasan koreksi suatu kesalahan dalam islam 
yaitu;   
 
 ِرْب َّصلاِب اْىَصاََىتَو ِّقَحْلاِب اْىَصاََىتَو ِتاَحِلا َّصلا اُىلِمَعَو اُىىََمآ َهيِذَّلا َِّلَّإ  
 Terjemahan : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan 
nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetepi kesabaran. ( QS. Al-Ashr : 3 )  
Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya pengendalian internal dalam setiap 
lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem 
pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang mungkin ada. sistem 
pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang 
menyimpang dari apa yang ditetapkan (Saleba, 2014).    
       Pada kabupaten kepulauan selayar sendiri sangat penting diperhatikan mengenai 
anggaran, mengenai bagaimana proses perencanaan, pengendalian serta apakah 
realisasinya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau tidak, 
banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang terjadi di kabupaten kepulauan 
selayar diantaranya adalah  Mark up pengadaan 1789 tiang listrik beton senilai 6, 3 
Milyar, Percetakan sawah baru TA. 2008 di Pulau Jampea sebesar 1,8 Milyar, Mark 
up pengadaan kantor perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar di Jakarta 
sebesar 3 Milyar, Gratifikasi proyek-proyek jasa perencanaan TA.2013 senilai Rp200 
Juta, Mark up pekerjaan jalan lingkar Pulau Jampea TA. 2013 sebesar, 8 Milyar, 
Mark up pengadaan tanah TA. 2013, sebesar 6 Milyar, dan Pengadaan Alkes Rumah 
Sakit Umum Daerah KH. Haiyung Benteng. 
Jadi dengan berlakunya otonomi daerah akan memacu terjadinya banyak 
penyimpangan dalam bidang pengelolaan anggaran di tiap daerah.  Dimana kita 
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ketahui bahwasanya otonomi daerah tersebut merupakan pelimpahan wewenang 
maupun kekuasaan kepada pihak daerah. Apalagi pada zaman sekarang penempatan 
SDM yang dilakukan oleh daerah biasanya tidak sesuai dengan kompetensi dari SDM 
tersebut, sama  halnya  dikabupaten  kepulauan Selayar  dicurigai  banyak dilakukan  
penyimpangan  terkait   penganggaran. Baik itu dalambidang pembangunan maupun 
pendidikannya, Karena kita ketahui bersama bahwasanya kabupaten kepulauan 
selayar merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang tertinggal di provinsi 
sulawesi selatan. disinilah peneliti tertarik meneliti tentang Pengaruh Perencanaan 
Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan 
Realisasi Anggaran dengan variabel intervening.   
B. Rumusan Masalah    
Pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah 
dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas finansial 
kepada stakeholdernya untuk menciptakan akuntabilitas daerah. Undang-undang No. 
32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah 
memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal antara lain : anggaran, 
pengendalian, dan sistem pelaporan.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas? 
2. Apakah pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas? 
3. Apakah terdapat pengaruh tidak lansung antara perencanaan anggaran 
terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening?  
4. Apakah terdapat pengaruh tidak lansung antara pengendalian intern terhadap 
akuntabilitas dengan realisasi angaran sebagai variabel intervening?  
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5. Apakah pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas? 
C. Hipotesis   
1. Perencanaan anggran terhadap akuntabilitas 
Perencanaan anggaran merupakah bagian yang penting dalam proses penyusunan 
anggaran dimana dalam penyusunan anggaran ini harus dilandaskan atas dasar 
kebutuhan sutu daerah.  oleh sebab itu setiap anggaran publik harus berpihak kepada 
kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 
implementor serta meningkatkan wibawa pemerintah. Anggaran menjadi sangat 
esensial dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejateraan 
masyarakat melalui program pemerintah dengan melibatkan masyarakat. penyusunan 
anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum (Espinoza, 
2014). Pada masa sekarang ini mekanisme perencanaan penganggaran daerah telah 
berlangsung dalam format demokratis. Kondisi ini di tandai dengan adanya ruang 
akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah. Mekanisme akuntabilitas 
sosial ini diyakini menguatkan bentuk kontrol publik untuk meminta akuntabilitas 
pemerintah dan pejabat politik dalam proses perencanaan penganggaran 
(Wahyunengseh, 2016). dari pemikiran diatas peneliti menetapkan (H1) yaitu:   
H1 : perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas keuangan daerah.     
2. Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas 
Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian 
intern pemerintah pasal 2 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan 
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, 
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gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan sistem pengendalian intern 
pemerintah kompetensi sumber daya manusia efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pernyataan ini 
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristanti widyaningsih (2011) yang 
menyatakan terdapat hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas 
keuangan daerah.”, Olehnya itu disimpulkan bahwa: 
H2 : Pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas keuangan daerah.     
3. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas dengan 
realisasi anggaran sebagai variabel intervening    
Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada masa sekarang, satuan kerja 
daerah yang disingkat dengan SKPD harus lebih berperang maksimal, dimana 
pemerintah daerah berperang lansung dalam proses penyusunan anggaran mulai dari 
perencanaan hingga perealisasian anggaran tersebut. Proses perencanaan anggaran 
diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Perencanaan strategis yang 
dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai 
stakeholders utama. Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut 
setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Otonomi daerah ini 
dianggap mampu untuk memajukan ekonomi di daerah masing-masing. Olehnya itu 
setiap program yang telah terealisasi akan dipertanggung jawabkan kepada 
pemerintah pusat sebagai lembaga pemegang wewenang tertinggi. Friska (2014) 
menyatakan bahwa Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran 
sampai dengan pelaporan anggaran. Olehnya itu disimpulkan bahwa: 
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H3 :  Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel 
intervening.  
4. Pengaruhpengendalian intern terhadap akuntabilitas dengan realisasi 
anggaran sebagai variabel intervening    
menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan 
keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu 
proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap 
peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan 
keuangan Pemerintah.   
       Dalam penyajian laporan keuangan salah satu yang diperlukan adalah 
pengendaliannya atau pengawasannya. Dimana setiap organisasi atau instansi harus 
mempertanggung jawabkan apa yang telah di rencanakan. Dimana dalam tahap 
perealisasiannya diperlukan adanya pengawasan. Sugiharto (2013) menyatakan 
bahwa pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) 
harus selalu dilakukan dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan 
yang dicapai dan perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan 
pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians 
dan tindakan antisipasi ke depan.olehnya itu disimpulkan bahwa: 
H4 : Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel 
intervening    
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5. Pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas  
Pada bagian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai pelaksanaan 
anggaran. Pelaksanaan ini adalah tahap akhir dari penganggaran, dalam pelaksanaan 
anggaran dikeluarkan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan mengenai 
realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang 
berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan 
cara menyajikan laporan secara komparatif ( Basri, 2013). dengan demikian peneliti 
menyimpulkan:  
H5 :Realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas keuangan pemerintah  daerah.   
D. Defenisi Operasional   
Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel-variabel yang akan diuji dalam 
penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu Perencanaan Anggaran, Pengendalian 
Intern dan Realisasi Anggaran sebagai Variabel independen dan Akuntabilitas 
Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Variabel-variabel yang diteliti adalah :  
1. Perencanaan Anggaran    
Salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran 
yaitu keterlibatan seluruh anggota SKPD dalam perencanan anggaran tersebut dan 
apakah perencanaan tersebut dapat terealisasi kedepannya dan apakah telah sesuai 
dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tahap perencanaan harus memperhatikan tujuan 
dari anggaran dan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran.    
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2. Pengendalian Intern   
Variabel yang juga penting dalam penelitian ini adalah Pengendalian Intern dimana 
pihak dari SKPD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran itu 
sendiri agar dapat dipertanggung jawabkan nantinya.  
3. Realisasi Anggaran   
Variabel independen yang terakhir adalah Realisasi anggaran dimana realisasi 
dari anggarn sendiri harus sesuai dengan perencanaan semula, tidak boleh di kurangi 
maupun di tambahkan dari perencanaan semula, realisasi anggaran harus tepat pada 
sasarannya dimana anggaran itu dibutuhkan, dalam realisasi anggaran dibuatlah 
sebuah laporan realisasi anggaran (LRA)   
4. Akuntabilitas Keuangan Daerah  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertanggung jawaban keuangan 
daerah. Pertanggung jawaban keuangan daerah ada dua yang pertama adalah kepada 
masyarakat dan yang kedua adalah kepada pemerintah pusat. Seiring dengan 
berlakunya otonomi daerah maka pertanggung jawaban harus lebih dioptimalkan. 
Sedangkan pertanggung jwaban pada masyarakat dilakukan dengan pelaksanaan dari 
perencanaan itu sendiri dan transparansi atas pelaksanaan anggaran itu sendiri. 
Tabel 1.1 
Definisi Operasional Variabel  
 
Variabel Indikator Pengukuran 
Perencanaan Anggaran  
(X1) 
1. Penjabaran visi dan misi 
2. Rencana kerja dan pendanaannya 
termuat dalam RKPD 
3. KUA dan PPAS digunakan dalam 
penyusunan RKA  
Ordinal 
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4. RKA didasarkan pada PPA 
5. RKA didasarkan pada prinsip 
akuntabilitas  
6. Rencana aggaran akan di 
pertanggungjawabkan  
7. Pemeriksaan Bagian Perencanaan  
Pengendalian Internal  
(X2) 
1. Instansi memiliki kode etik dan 
pengendalian yang jelas 
2. Satuan Pengawasan intern terdiri 
dari staf yang kompeten  
3. Pertanggungjawaban 
pengendalian 
4. pengendalian efektif mengawasi 
anggaran 
5. Pengawasan untuk menilai 
kualitas pengendalian intern. 
Ordinal  
Realisasi Anggaran  
(X3) 
1. SKPD membuat laporan 
mengenai penerimaan dan 
pengeluaran kas  
2. Setiap instansi melaporkan hasil 
dari realisasinya berupa laporan 
LRA 
3. LRA termasuk dalam laporan 
pertanggung jawaban   
4. LRA mempengaruhi pertanggung 
jawaban 
Ordinal  
 
Akuntabilitas Keuangan 
Daerah  
(Y) 
1. Penjabaran visi misi dalam 
rencana strategik 
2. Penyampaian Rancangan APBD 
3. Analisis keuangan dan laporan 
setiap program terealisasi  
4. Pemantauan pada program  
5. Pelaporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi 
pemerintah daerah 
6. Laporan Keuangan SKPD di 
review oleh inspektorat sebelum 
diserahkan kepada BPK 
 
Ordinal  
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E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat 
penting di paparkan karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan acuan bagi 
penulis. penelitian sabelumnya yang di anggap masih relevan dengan 
judul mengenai Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal maupun Realisasi  
Angggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dapat peneliti paparkan sebagai 
berikut:    
Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu  
 
Peneliti Judul 
Paradigma 
Penelitian 
Hasil 
Aristanti 
Widyanings
ih, Dkk 
(2011) 
Hubungan 
Efektifitas Sistem 
Akuntansi 
Keuangan Daerah 
dan Pengendalian 
Intern dengan 
Kualitas 
Akuntabilitas 
Keuangan: 
Kualitas 
Informasi 
Laporan 
Keuangan 
Sebagai Variabel 
Intervening 
(Pemda Kab/Kota 
Provinsi Jawa 
Baarat 
 
Kuantitatif  Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan adanya hubungan 
yang positif dan pengaruh yang 
signifikan antara pengendalian 
intern terhadap penerapan 
akuntabilitas. 
Ummu 
Kaltsum 
dan Abd. 
Rohman 
(2013) 
Pengaruh ke-
jelasan sasar-
an anggaran 
terhadap ak-
untabilitas ki-
nerja instansi  
Kuantitatif  Menyimpulkan bahwa Kejelasa
n sasaran anggaran berpengaruh 
langsung terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. Pen
elitian ini menemukan     bahwa 
kejelasan sasaran anggaran berp
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pemerintah 
melalui sist-
em pengend-
alian intern 
sebagai vari-
abel interven-
in yang dila-
kukan di 
SKPD kota 
salatiga. 
engaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. dan Sistem 
Pengendalian intern berpengaru
h terhadap akuntabilitas kinerja i
nstansi pemerintah   
Farida Ulfa  
(2008) 
Peranan ang-
garan sebagai 
salah satu al-
at perencana-
an dan peng-
endalian pembang
unan da-
erah yang be-
rlokasi di ka-
bupaten moj-
ekerto. 
Kualitatif Menyimpulkan bahwa Anggara
n pemerintah atau sering disebut
 dengan APBD mempunyai 
peran yang penting dalam 
perencanaan dan pengendalian p
embangunan. 
Mappilagau  
(2002) 
Analisis efek-
tifitas peren-
canaan dan 
pelaksanaan 
APBD Provi-nsi 
sulsel. 
Kualitatif Perencanaan anggran 
pendapatan dan belanja daerah 
provinsi sulsel sangat efektif 
dilihat dari perbandingan target 
dan realisasinya. Pada dasarnya 
kegiatan perencanaan dan 
pelaksanaan memiliki 
keterkaitan peran.  
F. Tujuan Penelitian   
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas. 
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas. 
3. Untuk menganalisis pengaruh tidak lansung antara perencanaan anggaran 
terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.  
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4. Untuk menganalisis pengaruh tidak lansung antara pengendalian intern 
terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.  
5. Untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas. 
G. Manfaat Penelitian     
1. Manfaat Teoritis   
Hasil penelitian ini akan memberikan  kontribusi pada teori yang digunakan 
pada penelitian ini. Perencanaan anggaran dan pengendalian intern dengan  
realisasi anggaran sebagai variabel intervening telah dijelaskan oleh 
penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori dan objek 
penelitian yang berbeda-beda. Misalnya yang dilakukan oleh Farida (2008), 
Widyaningsi (2011) dan Rozaki (2012). Pada penelitian ini akan dilakukan di 
SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan agency theory. 
Perbedaan ini akan menegaskan bahwa agency theory dapat menjelaskan 
Perencanaan anggaran dan pengendalian intern dengan realisasi anggaran 
sebagai variabel intervening di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Manfaat Praktis   
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi tambahan atau 
masukan bagi pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif 
dalam hal penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran yang tentunya 
dimulai dengan pemahaman mengenai indikator-indikator anggaran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Teori Keagenan (Agency Theory)  
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (agen yang mengatur 
manajemen sebuah usaha) dan principal (Pemilik usaha). Pemilik usaha disebut 
sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi yang disajikan oleh agen 
yang bertindak sebagai pihak yang mengambil keputusan. Teori keagenan 
menjelaskan berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer 
dengan pemegang saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, 
kreditur dan manajer yang disebabkan adanya hubungan keagenan (agency 
relationship).  
Dalam penelitian Pengaruh Perencanaan anggaran, Pengendalian Intern dan 
Realisasi anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan daerah peneliti menekankan 
SKPD sebagai pelaku atau pengelolah anggaran sebagai agen dan Pemerintah Pusat 
sebagai Pemilik usaha (Principal). Menurut Anthonhy dan Govindarajan (2012:269) 
Agency theory menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan 
wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk 
membuat keputusan dimana disini dengan adanya otonomi daerah pihak pemerintah 
pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengololah dana 
daerah itu sendiri dan membuat rangkaian anggarannya sendiri yang dimulai dari 
tahap perencanaan, pengendalian dan perealisasiannya, oleh dari kepercayaan itu 
maka pemerintah harus memberikan laporan yang sesuai dengan apa yang pemerintah 
daerah kerjakan atau dengan kata lain dapat dipertanggung jawabkan.  
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Prinsipal akan selalu tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh agen mereka. 
Teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan penting akuntansi dalam 
menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca 
keputusan. Peran ini seringkali diasosiasikan dengan peran kepengurusan 
(stewardship) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang 
kejadian-kejadian dalam periode yang lalu. Inilah yang memberikan akuntansi nilai 
umpan baliknya selain nilai prediktifnya (Hendriksen dan Breda, 1992: 207). Teori 
keagenan juga dapat memperlihatkan apakah terjadi perbedaan antara perencanaan 
anggaran dengan realisasi anggaran dimana faktor pengendalian internal dijadikan 
sebagai faktor yang menjadi pengawas berlansungnya program tersebut. Dengan teori 
keagenan memperlihatkan pertanggung jwaban atas anggaran yang diberikan oleh 
instansi kepada puncak pimpinan yakni DPR dan DPRD dimana inspektorat menjadi 
faktor yang mengawasi. 
B. Anggaran   
1. Pengertian Anggaran   
Anggaran memegang peranan penting bagi setiap organisasi dalam pencapaian 
tujuannya. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat langsung dalam kegiatan-
kegiatan perusahaan terlebih dahulu harus memahami betul apa itu anggaran (budget) 
dan manfaat dari anggaran itu sendiri. Kata “anggaran” merupakan terjemahan dari 
kata “budget” dalam bahasa inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal 
dari kata perancis “boutgette” yang berarti a small bag (Ulfa, 2008).   
Mardiasmo (2009:61) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai 
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan 
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dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk 
mempersiapkan suatu anggaran. Pengertian anggaran kemudian terus berkembang. 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa anggaran adalah 
alatakuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. sebagai instrumen kebijakan 
ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.    
Berdasarkan pernyataan diatas, anggaran dapat diringkas menjadi:  
a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;   
b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk 
pembangunan;   
c. Alat pengendalian;   
d. Instrument politik;   
e. Di susun dalam periode tertentu   
Menurut PSAP 01-2 paragraf 8 (Riansyah, 2013) mendefinisikan anggaran 
sebagai :"...pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana 
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang 
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Banyak 
pengertian anggaran negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli di 
bidang anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut : “Anggaran 
Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, 
biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran 
setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negaradi segala bidang, dan di lain 
piha memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup 
pengeluaran tersebut dalam periode yang sama”(Sembiring, 2009).   
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Dalam Suatu instansi diperlukan perencanaan dan pengawasan yang matang 
mengenai anggaran agar hasil yang di dapatkan dapat maksiman dan sesuai dengan 
apa yang di inginkan atau direncanakan sebelumnya.  
2. Fungsi Anggaran  
Anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik memiliki beberapa fungsi. 
Menurut Nordiawan (2008:48) Dalam Ulfa (2011) fungsi anggaran  diantaranya, 
yaitu: 
a. Anggaran sebagai Alat Perencanaan Dengan adanya anggaran, organisasi tahu 
apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.  
b. Anggaran sebagai Alat Pengendalian dengan adanya anggaran organisasi dapat 
menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya 
penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 
c. Anggaran sebagai Alat Kebijakan melalui anggaran organisasi dapat menentukan 
arah atas kebijakan tertentu.  
d. Anggaran sebagai Alat Politik dalam organisasi, melalui anggaran dapat dilihat 
komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah 
dijanjikan. 
e. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi melalui dokumen anggaran 
yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang 
merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga 
apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. 
f. Anggaran sebagai alat Penilaian Kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa 
menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik 
berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.  
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g. Anggaran sebagai alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat 
komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target 
pencapaian.  
Sama halnya dengan pendapat Nordiawan, hanya saja penelitian yang dilakukan 
oleh Mardiasmo (2009:63-66) menambahkan satu fungsi utama yaitu Anggaran 
Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (PublikSphere) Anggaran publik 
tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD. Masyarakat, LSM, dan 
berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. 
Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran 
pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok masyarakat yang tidak terorganisir 
akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik sehinggaakan dengan mudah 
dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk 
menyampaikan aspirasi mereka, maka akan terjadi tindakan massa yang tidak 
diinginkan. 
Jadi bisa dikatakan bahwa anggaran adalah alat yang digunakan sebagai, 
perencanaan, pengendalian, koordinasi, penilaian, kebijakan,memotivasi, politik dan 
untuk menciptakan ruang publik dami menjamin program yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah.  
3. Prinsip Anggaran  
Beberapa prinsip Anggaran Menurut Ulfa 2011, antara lain: 
a. Otorisasi oleh legislatif anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari 
legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat menggunakan atau 
merealisasikan anggaran tersebut.  
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b. Komprehensif atau menyeluruh anggaran harus menunjukkan semua penerimaan 
dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada 
dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.  
c. Keutuhan semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum.  
d. Nondiscretionary apropriasi Jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan 
secara ekonomis, efisien, dan efektif.  
e. Periodik anggaran merupakan suatu proses yang disusun pada setiap periode, 
baik tahunan maupun multi-tahunan.  
f. Akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 
tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong 
pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya 
under-estimate pendapatan serta over-estimate pengeluaran atau belanja.   
g. Jelas anggaran hendaknya disusun secara sederhana, dapat dipahami masyarakat 
luas, dan tidak membingungkan bagi para pengguna.   
h. Transparan anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.   
4. Tujuan Penyusunan Anggaran  
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:75), penyusunan anggaran memiliki 
empat tujuan utama, yaitu : 
a. Menyelaraskan dengan rencana strategis  
b. Mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi  
c. Penugasan tanggung jawab kepada manajer  
d. Dasar evaluasi kinerja 
Menurut Hansen dan Mowen (2009:424) dalam Riansah (2013) suatu sistem 
penganggaran  memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi: 
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a. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, anggaran mendorong para 
manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, 
mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan;  
b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan;  
c. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai 
sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan;  
d. Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi, agar semua unit dalam 
organisasi dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaa.    
Berbeda halnya menurut Sembiring 2009 yang menyebutkan bahwa 
Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal 
makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif 
dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. 
Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas 
pemerintahan.  
5. Anggaran Sektor Publik    
Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan 
dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik 
(Mardiasmo, 2009:61). bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran 
tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas 
ataspengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Nordiawan, dkk, 2009 
dalam Riansyah, 2013)  
a. Karakteristik Anggaran Sektor Publik  
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Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran sektor publik, 
berikut karakteristik anggaran yang dikemukakan Sumarsono (2010:48) dalam 
Riansyah (2013): 
1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan; 
2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 
tahun; 
3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 
sasaran yang ditetapkan dalam anggaran; 
4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusun anggaran; 
5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 
Karakteristik anggaran sector publik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 
anggaran secara konvensional yaitu mengukur anggaran dalam satuan keuangan 
maupun non-keuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam 
pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
b. Jenis Anggaran Sektor Publik  
Menurut Mardiasmo (2009:66-67)  Anggaran sektor publik dibagai menjadi dua, 
yaitu: 
1) Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan 
kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran 
pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah 
belanja rutin. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang 
manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset 
atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk 
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kategori anggaran operasional antara lain; belanja administrasi umum dan 
belanja operasi dan pemeliharaan.  
2) Anggaran Modal Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan 
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot 
dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan 
menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang 
manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset 
atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin 
untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran dibagi menjadi dua 
jenis yaitu anggaran operasional atau anggaran rutin karena sifatnya 
pengeluaran yang berulang untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan 
pemerintahan dan anggaran modal yang menunjukan rencana jangka 
panjangdan pembelanjaan aktiva tetap.  
C. Perencanaan Anggaran  
 Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional sebagai 
berikut :   
a. Mendukung koordinasi antar pelaku.   
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, 
waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.   
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan.   
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.   
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e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan dan berkelanjutan.    
Konsistensi perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena 
merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat 
mempengaruhi tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah 
direncanakan dalam dokumen perencanaan. Konsistensi perencanaan dan 
penganggaran memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat, melalui program-program yang bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi (Parura, 2015)  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 153 menyatakan bahwa 
perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Undang-undang lain 
yang mendasari tentang perencanaan dan penganggaran, adalah UU Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan daerah mengacu pada UU tersebut 
dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan anggaran antara yang bersumber dari 
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat, sehingga dapat 
tercipta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif (Nugrohowati, 
2015).   
Mekanisme perencanaan penganggaran daerah telah berlangsung dalam format 
demokratis. Hal itu ditandai dengan adanya regulasi pendorong akuntabilitas publik, 
kehadiran ragam lembaga pengontrol akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil. 
Kondisi ini menandakan bahwa ada ruang akuntabilitas sosial dalam proses 
penganggaran daerah. Mekanisme akuntabilitas sosial ini diyakini menguatkan 
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bentuk kontrol publik untuk meminta akuntabilitas pemerintah dan pejabat politik 
dalam proses perencanaan penganggaran (Wahyunengseh, 2016). 
1. Pengertian perencanaan  
Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan 
cara mencapainya. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 
pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.  
Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam 
bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil 
yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah 
keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. (Didin dan Hendri, 2003 : 77 Dalam 
Ulfa, 2008).  
Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (decision 
making), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk 
memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada 
berbagai tahap dalam proses perencanaan.  
Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, 
antara lain sebagai berikut : 
a. Hasil yang ingin dicapai   
b. Orang yang akan melaksanakan   
c. waktu dan skala prioritas  
d. Dana (kapital)   
Perencanaan dapat dikatakan baik, apabila memenuhi syarat-syarat berikut :  
a. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang akan dilaksanakan adalah  
baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam.    
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b. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki banyak manfaat.   
Manfaat ini bukan hanya sekadar untuk orang yang melakukan perencanaan, 
tetapi juga untuk orang lain.   
c. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan  
dilakukan.   
d. Dilakukan studi banding (benchmark)   
e. Dipikirkan proses  
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah    
“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah Satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan 
dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah” (Yandra, 2010) 
Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan 
bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan 
pemerintah pusat. Arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam 
dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan 
(REPETA).  
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat 
dengan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam peraturan 
Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada Pemerintah pusat, perencanaan 
pembangunan dimulai dari penyusunan PROPENAN yang merupakan 
operasionalisasi GBHN. PROPENAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 
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RENSTRA. Berdasarkan PROPENAS dan RENSTRA serta analisis fiscal dan makro 
ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA.  
Sementara itu, ditingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan 
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan 
untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA 
(RENSTRADA). Rincian RENSTRADA yang telah disusun untuk setiap tahunnya 
akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD. 
REPETADA memuat program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu 
tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu 
satu tahun. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan 
(REPETADA) dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan 
perencanaan instrument kebijakan public sebagai upaya meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. (Mardiasmo, 2002 : 124-126)   
3. Perencanaan terhadap realisasi anggaran  
Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada 
dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk 
organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran 
merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan 
diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Olehnya itu 
dibuatlah laporan pertanggungjawaban kepad pemerintah, laporan tersebut berisi 
mengenai laporan realisasi anggran (LRA). Dalam laporan LRA ini kita dapat melihat 
keberhasilan suatu daerah dengan membandingkan antara perancanaan dengan 
realisasi anggrannya.  Rendahnya realisasi anggaran pada bagian-bagian tertentu, 
menunjukan masih belum maksimalnya proses perencanaan (Friska, 2014).  
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D. Pengendalian Internal  
1. Pengertian Pengendalian Internal  
Menurut Hery (2011:87) Dalam Sulaeman (2012) sistem pengendalian intern 
terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang 
layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. 
Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern 
yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi 
serta ketaatan pada hukum dan peraturan.   
Pengertian SPI menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang 
pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern 
adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, 
ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan 
penyajian laporan keuangan Pemerintah.  
Menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman 
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemda, SPI adalah suatu proses yang 
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan 
(Setiawan, 2012).   
Dalam penyajial laporan keuangan salah satu yang diperlukan adalah 
pengendaliannya atau pengawasannya. Dimana setiap organisasi atau instansi harus 
mempertanggung jawabkan apa yang telah di rencanakan dimana dalam tahap 
perealisasiannya diperlukan pengawasan seperti yang dikatakan hadis Rasulullah 
S.A.W bahwa : 
(ثيدحلا( نزوت نأ لبق مكلامعأ اونو اوبساحب نأ لبق مكسفنأ اوبساح   
 
 Artinya : Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 
dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 
2383).    
Dalam penelitian ulang dilakuakan oleh Sitti Nurjannah, 2014 mengemukakan 
terdapat beberapa konsep dasar sebagai berkut:  
a. pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.  
b. pengendalian intern dijalankan oleh orang.   
c. pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang 
memadai, bukan keyakinan mutlak.   
pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga tujuan yang saling terkait, yaitu 
keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 
berlaku, serta efektivitas dan efiensi operasi. 
2. Prinsip Pengendalian Internal  
Menurut Sanyoto (2007:250) Dalam Sulaeman (2012), ada beberapa asumsi dasar 
yang perludipahami mengenai pengendalian internal bagi suatu entitas organisasi atau 
perusahaan : 
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a. Sistem pengendalian intern merupakan management responsibility. Bahwa 
sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern 
suatu entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen,lebih tegasnya lagi adalah 
top manajemen/direksi), karenadengan sistem pengendalian intern yang baik 
itulah top manajemendapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau 
harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik.  
b. Top manajemen bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian intern, tentu 
saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunantim yang akan ditugaskan 
untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para 
ahli, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi (mengingat saat ini 
sistem lazimnya dibuat berbasiskan teknologi informasi). 
c. Sistem pengendalian intern seharusnya bersifat generic, mendasar,dan dapat 
diterapkan pada semua perusahaan pada umumnya (tidak boleh jika hanya 
berlaku untuk satu perusahaan saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat 
dasar yang berlaku umum). 
d. Sifat sistem pengendalian intern adalah reasonable assurance, artinya tingkat 
rancangan yang kita desainadalah yang palingoptimal. Sistem pengendalian 
intern yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, apalagi harus 
dipertimbangkan cost benefitnya. 
e. Sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau 
constraints, misalnya adalah sebaik-baik control tetapi kalau para pegawai yang 
melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi, maka tujuan pengendalian internal itu 
mungkin tidak tercapai. 
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f. Sistem pengendalian intern harus selalu dan terus menerus dievaluasi, diperbaiki, 
disesuaikan, dengan perkembangan kondisi dan teknologi. 
3. Tujuan Pengendalian Internal  
Tujuan pertama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen 
ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu data yang lengkap, 
akurat, unik, reasonable, dan kesalahan-kesalahan data dideteksi. Tujuan berikutnya 
adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi, yang akan dicapai jika data diolah tepat 
waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu transaksi akuntansi tepat. Tujuan 
selanjutnya ialah pengamanan asset, yaitu dengan adanya otorisasi, distribusi output, 
data valid dan diolah serta disimpan secara aman (Sulaeman, 2012).   
Tujuan pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1997: 178 dalam 
Ana, 2007) adalah :  
a. Pengendalian intern akuntansi (Internal Accounting Control). pengendalian 
intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi 
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama 
untuk :  
1) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.kekayaan fisik suatu perusahaan 
dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika 
kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalianyang memadai. begitu 
juga untuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik, seperti 
piutang akan rawan oleh kecurangan jika dokumen penting dan catatan 
akuntansi tidak dijaga.   
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. manajemen memerlukan 
informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan 
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usahanya. pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses 
pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang telit 
i dan andal. pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan 
kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan 
akan menghasilkan laporan yang andal.   
b. Pengendalian intern administratif (Internal Administrative Control). 
pengendalian administratif meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk:  
1) Mendorong efisiensi. karena data akuntansi mencerminkan perubahan 
kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi 
merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan 
mendorong efisiensi.    
2) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. untuk mencapai tujuan 
perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. struktur 
pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar 
kebijakan manajemen dipahami oleh karyawan perusahaan atau koperasi.      
4. Pengendalian intern terhadap realisasi anggran 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah juga mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatanDalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan serta 
pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah , pimpinan instansi pemerintah 
wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian intern. Untuk memastikan 
bahwa sistem pengendalian intern tersebut sudah dirancang dan di implementasikan 
dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus 
berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. 
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Sistem pengendalian perlu diterapkan dengan baik agar pemerintah mampu 
menciptakan kesejahteraan bagi warganya, dan mampu merealisasikan anggran 
dengan baik sesuai  APBN dan APBD yang telah diberikan karena sistem 
pengendalian intern (SPI) merupakan implementasi dari tahap pengawasan yang 
terdapat dalam siklus anggran (budget cycle) yang terdiri atas:  
a. Tahap penyusunan anggran  
b. Tahap pengesahan anggran  
c. Tahap pelaksanaan anggran  
d. Tahap pelaksanaan pengawasan anggran  
e. Tahap pengesahan perhitungan anggran (Muhanafiah, 2015)  
E. Realisasi Anggaran   
Realisasi anggaran adalah pelaksanaan dari anggaran yang telah direncanakan. 
Dimana realisasi anggaran harus sesuai dengan apa yang teleh direncanakan 
sebelumnya, tidak boleh kurang maupun lebih. Jadi apa yang dilaporkan pada laporan 
realisasi anggran adalah anggaran sebenarnya yang telah di realisasi tanpa menambah 
maupun mengurangi. Hal ini sesuai dengan QS. As-Shaff ayat 3 yaitu :   
 
 َنُولَعَْفت َلَ اَم اُولُوَقت َْنأ ِهَّلا َدْنِع ًاتْقَم َُربَك 
 
Terjemahan : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-  
               apa yang tidak kamu kerjakan 
Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, 
alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi 
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anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. 
Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya 
ekonomi yang akan diterima  untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah 
serta resiko ketidak pastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan 
realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya 
ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Basri, 2013).  
Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi 
anggaran harus diidenfikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, 
jika dianggap perlu, informasi berikut: 
a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifkasi lainnya. 
b. Cakupan entitas pelaporan. 
c. Periode yang dicakup. 
d. Mata uang pelaporan dan 
e. Satuan angka yang digunakan.  
Unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-
LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan 
sebagai berikut:  
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a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara 
Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 
hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.    
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara 
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun 
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah.    
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan 
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi 
hasil.    
d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada 
kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  
F. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah   
1. Pengertian Akuntabilitas  
Akuntabilitas (Accountability) secara bahasa dapat diartikan sebagai Pertaggung 
jawaban. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang 
maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. 
akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 
atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 
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hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh 
karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan 
daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung 
jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas 
kepada DPRD maupun masyarakat luas (Wahida, 2015).   
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan PP nomor 7 tahun 
1999. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban 
seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan 
dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan 
akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana 
pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka 
memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari 
sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana 
prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks 
negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan 
kekuasaan hukum dan politik (Fatmala, 2014).  
Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Fatmala, 2014).    
Dalam hal akuntabilitas atau pertanggung jawaban, pemerintah daerah selaku 
wakil rakyat yang diberi amanah untuk mengarut keuangan rakyat harus 
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mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakannya sebagai pemimpin yang 
baik.  
Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public Menurut 
Wahida 2015 antara lain, yaitu: 
a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran 
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber 
dana publik. 
b. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. 
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang 
cepat, responsif, dan murah biaya. 
c. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal. 
d. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, 
pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
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Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.  
2. Akuntabilitas Manfaat  
Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari 
kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar 
kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai outcome. Outcome 
adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih 
tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur dari hasil tanpa 
mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output 
dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu 
restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa 
lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang 
akan datang (Setiawan, 2012).     
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-
baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas 
yangmelaksanakan program. Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat 
diukurdengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti 
return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan 
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan 
karenasebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit”. Kewajiban 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi 
dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program 
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yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompokmasyarakat 
yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Sadjiarto, 2000). 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan 
(UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) 
pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan 
laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).  
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan SKPD yang 
telah disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(PPK-SKPD) selanjutnya disampaiakan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan 
keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat dua 
bulan setelah akhir tahun anggaran/periode akuntansi berakhir (Setiawan, 2012).   
Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan 
sebagai : (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (b) manajemen, membantu para 
pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam 
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk 
kepentingan masyarakat (Wahida, 2013).   
 
41 
 
4. Akuntabilitas laporan Keuangan Pemerintah  
Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal 
penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap 
pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 
daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas 
LKPD dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.   
Pendek kata rencana pembangunan yang telah di rencanakan di dalam setiap 
instansi pemerintah harus di pertanggung jawabkan, jika ada perbedaan antara tahap 
perencanaan dengan realisasinya harus di telusuri apa penyebabnya dan tentunya 
harus di pertanggung jawabkan oleh pemerintah. karena segala sesuatu yang 
diperbuat harus ada pertanggung jawabanya  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat 1 
menyebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Dalam 
menjalankan tugasnyauntuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, salah satunya adalah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan Negara”.   
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Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daeraholeh BPK bertujuan untuk 
memberikan pendapat/opini atas kewajaraninformasi keuangan yang disajikan dalam 
laporan keuangan mendasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan dan atau prisip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), 
(c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) efektivitas sistem 
pengendalian intern (setiawan, 2012).   
Menurut  Wahida, 2015 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (dependent 
variabel) merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar 
dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. 
Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yaitu: 
a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran 
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber 
dana publik. 
b. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. 
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang 
cepat, responsif, dan murah biaya. 
c. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan 
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alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal. 
d. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, 
pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.    
G. Kerangka Pikir    
Proses pengelolaan anggaran dalam hal pembangunan suatu daerah sangat 
penting dimana hal yang utama yang harus dilakukan adalah merencanakan anggaran 
yang akan di buat, merencanakan anggaran dengan melihat pada kebutuhan daerah 
tersebut. setelahnya pemerintah harus melakukan pengendalian internal yang dapat 
memantau apakah anggaran tersebut sudah  benar dan sesuai dengan prosedur yang 
ada atau tidak, hal yang terakhir yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan 
anggaran iyalah realisasi anggaran apakah sudah sesuai dengan apa yang di 
anggarkan atau tidak.  
Peneliti tertarik meneliti mengenai akuntabilitas keuangan daerah di kabupaten 
kepulauan selayar karena daerah kabupaten kepulauan selayar yang bisa dikatakan 
sebagai daerah tertinggal. jadi, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas keuangan di 
setiap SKPD berjalan dengan selayaknya atau tidak. Berdasarkan latar belakang, 
landasan teori dan tinjauan empirik maka peneliti mengajukan ,model penelitian 
sebagai berikut:  
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                                       Gambar 2.1 : Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan metode penelitian 
kuantitatif di mana penulis akan mencoba menjawab pengaruh antar variabel yang 
ada. jenis ini  digunakan  untuk  menjelaskan Pengaruh Perencanaan Anggaran dan  
Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi 
Anggaran sebagai variabel intervening . Oleh karena itu penulis mencoba melakukan 
penelitian di sektor publik yaitu di instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Selayar.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  solusi terhadap perbedaan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 
B. Paradigma Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Paradigma 
kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui 
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data 
dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12). 
Penelitian  ini  lebih  bersifat  Correlational Research  yang  dilakukan  dengan 
menguji pengaruh interaksi variabel independen variabel x) terhadap variabel 
dependen (variabel y) dengan variabel intervening.  
C. Populasi dan Sampel  
Populasi yaitu sekolompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 
karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014 :115). Secara teknis, populasi 
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menurut para statistikawan tidak hanya mencakup individu atau objek dalam suatu 
kelompok tertentu (Tiro, 2008 : 38). Sehingga populasi dapat didefinisikan sebagai 
keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat 
perhatian. Dengan kata lain populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. 
Populasi  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Satuan  Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD)  yang berada di lingkungan  Instansi Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang 
juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dianggap bisa mewakili 
populasi. Metode  penentuan  sampel pada penelitian ini  menggunakan  purposive  
sampling  yaitu dengan  mengambil  sampel  berdasarkan  pertimbangan  tertentu,  
penentuan SKPD  yang  akan  dijadikan  sampel  merupakan  unsur  dari  
Pemerintahan Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu  Dinas Pendudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, 
Dinas Pertanian dan kehutanan, DPPKAD, Dinas Kebersihan, Inspektorat Kabupaten, 
BKD, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan, 
Kesbang, Kantor Pelayanan terpadu, Kantor Pamong Praja, Dinas Energi dan Dumber 
daya Mineral, Dinas Koperasi yang  merupakan instansi yang terkait dengan 
anggaran.  Kriteria  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu pegawai  yang  mempunyai  
jabatan  struktural  dalam  SKPD yaitu kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Bidang dan Kepala Seksi  sehingga  yang  menjadi responden adalah pegawai 
yang mengerti tentang proses penganggaran pada wilayah tanggung jawabnya.   
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D. Metode Pengumpulan Data 
1. Jenis dan Sumber Data 
Data  mempunyai  sifat  memberikan  gambaran  tentang  suatu  masalah. Dalam 
penelitian ini jenis data yang diperlukan (Indriantoro dan Supomo, 2014:  
146) adalah : 
a. Data  Primer  adalah  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari 
sumber  aslinya  tidak  melalui  perantara.  Dalam  hal  ini  data  primer diperoleh  
dari  jawaban  responden  terhadap  kuesioner  yang  diajukan kepada responden.   
b. Data  Sekunder  adalah  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  tidak langsung 
melalui media  perantara (diperoleh dicatat oleh pihak lain) dan merupakan  data  
pendukung  yang  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau laporan historis yang 
tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam penelitian ini  berupa visi  dan  misi,   
landasan  teori  yang  diperoleh  dari  Jurnal  Riset  Akuntansi, skripsi, tesis serta 
buku-buku/literatur yang mendukung. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 
dengan  menggunakan  instrumen  berupa  kuesioner  yang  diberikan  pejabat yang  
terlibat  dalam  proses  penyusunan  anggaran,  dan  pejabat  pelaksana anggaran  di  
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  personally  administered 
questionnaires,  yaitu  kuesioner  disampaikan  dan  dikumpulkan  secara langsung 
oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2014: 154).  
Penyebaran  kuesioner  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  umum 
mengenai  pejabat  baik  struktural  maupun  fungsional  yang  terlibat  dalam proses  
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penyusunan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran,  untuk  mendapatkan gambaran  
mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap 
akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.   
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Perencanaan Anggaran (X1),  
dan Pengendalian Internal (X2) Realisasi Anggaran (intervening) terhadap 
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y). Untuk mengukur pendapat responden digunakan 
skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan 
angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:  
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
Angka 3 = Ragu-Ragu (R) 
Angka 4 = Setuju (S) 
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)  
F. Metode Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Analisis desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel 
penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain; mean, median, minimum, 
maximum,dan standard deviation Deskriptif  karakteristik  responden  tersebut  
menjelaskan  tentang gambaran  umum  responden,  seperti  jenis  kelamin,  umur  
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responden, lama bekerja, pendidikan  terakhir responden dan jabatan responden yang 
disajikan dalam bentuk tabel  frekuensi  (persentase).    
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas Data 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan 
kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa 
baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. 
Dalam  penelitian  ini,  alat  uji  validitas  yang  digunakan  adalah  alat  uji yang  
berdasarkan  pendekatan  construct  validity,  yakni  dengan  melihat  korelasi skor 
per item dengan skor total seluruh item (inter-item total correlation). Metode yang  
digunakan  adalah  teknik  korelasi  produk  momen  (moment  product correlation)  
atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  pearson  correlation. Jika suatu indikator 
mempunyai korelasi antara skor masing-masing indikator terhadap skor totalnya (skor 
variabel konstruk) maka dikatakan indikator tersebut valid. Jika koefisien korelasi (r) 
bernilai positif dan lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 5%  atau 0,05), 
maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah.  Namun jika 
sebaliknya maka  bernilai negatif atau positif tetapi lebih kecil dari r table (pada taraf 
signifikansi 5% atau 0,05), maka butir pertanyaan dinyatakan invalid atau harus 
dihapus. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  bahwa  variabel  yang digunakan 
benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang  konsisten  
meskipun  diuji  berkali-kali.  Hasil  uji  reabilitas  dengan bantuan SPSS akan 
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menghasilkan Cronbach Alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan  reliabel  (andal)  
bila  memiliki  nilai  Cronbach  Alpha  lebih  dari 0.60 (Sujarweni, 2014) 
3. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model 
yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Sehingga model tersebut dapat 
digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik 
yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji 
heteroskedastisitas.   
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat 
dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 
yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam 
penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak 
mengunakan analisis statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. 
Jika sig. > 0,05 maka data terdistribusi normal sedangkan jika sig. < 0,05 maka data 
tidak terdistribusi normal. 
b. Uji Multikolonieritas  
Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir 
sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji 
multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen).    
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Uji  multikolonieritas  dalam  penelitian  ini  dengan  cara menganalisis  matriks  
korelasi  antar  variabel  independen  dan perhitungan nilai  tolerance  dan VIF 
(Variance  Inflating  Factor) . Nilai  cutoff  yang umum dipakai untuk  menunjukkan  
adanya  multikolonieritas  adalah  nilai  tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 
10. Apabila nilai  tolerance  > 0,1 dan  nilai  VIF  <  10,  maka  tidak  terjadi  
multikolonieritas  pada persamaan regresi penelitian  
c. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variancedari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 
mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya 
pola tertentu pada grafik scatterplotantar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. 
4. Uji Hipotesis 
Untuk menganalis hipotesis pada penelitian ini digunakan metode statistika. 
seluruh perhitungan statistik digunakan bantuan program SPSS. tingkat signifikansi 
52 
 
 
 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 (5%). model yang digunakan 
untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 adalah model regresi berganda 
dan regresi intervening. untuk menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran dan 
Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan daerah dengan realisasi 
anggaran sebagai variabel intervening digunakan model persamaan sebagai berikut:   
                                     Y1 = α  + β 1+ X1 + β 2+ X2 + e1  
                                        Y2  = α  + β 1+ X1 + β 2+ X2 + β 3+ X3  + e2  
Keterangan:  
Y  = Akuntabilitas keuangan daerah   
α   = Konstanta    
β1 = Koefisien regresi untuk perencanaan anggaran   
β2 = Koefisien regresi untuk pengendalian intern   
β3 = Koefisien regresi untuk realisasi anggaran   
x1 = Perencanaan anggaran  
x2 = Pengendalian internal   
x3 = Realisasi anggaran   
e   = Error 
Dengan Menggunakan Perhitungan  SPSS 22 akan diperoleh keterangan atau  
hasil tentang koefisien determinasi (R2), Uji t untuk menjawab perumusan masalah 
penelitian. berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni : 
a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan 
variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya.  Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-
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variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan 
sebaliknya apabila R2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen besar  
b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)  
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independent 
terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai 
F tabel dengan F hitung. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikasi yang 
digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degres of fridoom) df = (nk-1) 
dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian 
yang digunakan adalah : 
1) Jika nilai signifikansi F<0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 
semua variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis 
diterima;  
2) Jika nilai signifikansi F>0,05 artinya tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan semua variabel independen terhadap variabel dependen, 
sehingga hipotesis ditolak. 
c. Uji Statistik t (Uji Parsial) 
Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel penjelas/independen  
secara  individual  dalam  menjelaskan  variasi  variabel independen. Hasil uji t dapat 
dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai t 
atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara 
variabel bebas terhadap variabel terikat  secara  parsial.  Namun,  jika  probabilitas  
nilai  t  atau  signifikansi  >0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
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yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Asak, 
2014).  
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model uji regresi dengan 
pendekatan residual dengan  melihat  hasil  uji  t.  Penarikan  simpulan  dari hipotesis  
didasarkan  pada  nilai  probabilitas  dari  uji  t  baik  pada  variabel bebas  maupun  
variabel  moderasi  yang  terdapat  dalam  model  uji.  Jika probabilitas nilai t atau 
signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 
bebas terhadap variabel moderasi secara parsial.  Namun,  jika  probabilitas  nilai  t  
atau  signifikansi  >  0,05,  maka dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  
yang  signifikan  antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel moderasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Visi Kabupaten Kepulauan Selayar 
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi utama pembangunan tahun 2006-2026 
"Selayar Sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan 
Berkelanjutan" Berlandaskan dari visi tersebut periode bupati syahrir wahab dan 
syaifvul arif memutuskan untuk mengajukan visi : Selayar Sebagai Kabupaten 
Kepulauan Yang Maju, Sejahtera, dan Religius. Kemudian visi ini dicatat dalam 
RPJMD 2010-2015 sebagai  gambaran realitas masa depan yang ingin dituju 
dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi ini memiliki makna sebagai berikut: 
a. Maju dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana infrastruktur telah memadai, 
sumberdaya alam telah terkelola secara optimal, aksesibilitas dan interkoneksitas 
antar daerah dan antar wilayah kepulauan telah terbangun sehingga menempatkan  
Selayar sebagai kabupaten kepulauan yang terdepan, baik dalam regional maupun 
nasional.  
b. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan), kualitas SDM 
masyarakat sudah baik yang ditandai kualitas pendidikan dan kesehatan, berdaya 
beli tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk mendukung 
upaya kemandirian lokal.   
c. Religius berarti internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap aspek 
kehidupan.Ajaran Agama Islam maupun ajaran Agama lainnya, harus mampu 
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dilaksanakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu seluruh kebijakan 
pembangunan harus berorientasi pada upaya memantapkan kehidupan yang 
religius, terutama kepemimpinan daerah dan aparatur agar senantiasa 
mencerminkan sikap dan perilaku dengan dasar keimanan, ketaqwaan dan akhlak 
mulia ditunjang oleh penerapan nilai kearifan lokal. 
2. Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) 
Tahun RPJMD 2010-2015, adalah sebagai berikut:   
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kualitas sumber daya manusia 
menjadi indikator yang sangat penting dalam proses maupun pencapaian tujuan 
pembangunan.  Tidak ada negara di dunia ini mampu menjadi negara maju jika 
tidak berangkat pada titik pijak pembangunan kualitas sumber daya manusia, 
diantaranya melalui capaian target-target Millenium Development Goals 
(MDGs).  Manusia adalah subjek dan objek pembangunan.  Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia berarti pemenuhan kebutuhan pendidikan secara memadai, 
kesehatan secara utuh yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat.    
b. Meningkatkan infrastruktur Membangun, meningkatkan dan memeratakan 
infrastruktur agar bisa hidup layak, tidak terisolasi, memperlancar mobilitas 
masyarakat, barang dan jasa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, 
meningkatkan keterkaitan antar wilayah, meningkatkan aktivitas sosial lainnya 
sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.  Infrastruktur 
yang dimaksudkan yaitu jalan, jembatan, sarana air bersih dan sanitasi, energy, 
dan prasarana wilayah. Yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan 
infrastruktur untuk dapat membuka akses ke berbagai kantong produksi dan dapat 
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mempermudah pemasaran hasil-hasil produksi yang kemudian dapat mendorong 
pergerakan perekonomian daerah.  
c. Memberdayakan ekonomi kerakyatan Membangun fondasi ekonomi masyarakat 
dari sektor riil dan berbasis kerakyatan yang tangguh dan berproduksi tinggi 
dengan menfasilitasi berkembangnya unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah, 
koperasi yang sehat, yang akan memperluas kesempatan kerja dengan intervensi 
pada aksesibilitas modal lunak dari perbankan pemerintah maupun lembaga 
keuangan non bank, manajemen usaha dan ekspansi skala usaha. Memberdayakan 
ekonomi kerakyatan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada 
masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan agar 
masyarakat dapat menikmati pembangunan ekonomi secara lebih baik dan mereka 
juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan ini dilakukan 
dengan pendekatan yang tidak saja mengutamakan pertumbuhan tetapi juga 
distribusi, atau dikenal dengan “pertumbuhan dengan pemerataan” (growth with 
equity) dalam mewujudkan “pertumbuhan dengan basis yang luas” (broad-based 
growth).  Pendekatan ekonomi kerakyatan ini berfokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu:  
1) Mengedepankan kebijakan pada penciptaan keadaan yang mendorong dan 
mendukung usaha – usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka 
sendiri dan memecahkan permasalahan mereka sendiri pada tingkat individual, 
keluarga, dan komunitas.  
2) Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang berfungsi dan sesuai kaidah-
kaidah organisasi yang mandiri.  
3) Mengembangkan sistem produksi berdasarkan sumberdaya di setiap kawasan dan 
wilayah.  
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d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sumber 
daya alam yang melimpah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, 
kelautan, perikanan, pertambangan, dan energy, perlu dikelola secara optimal 
sehingga sumber daya alam itu tidak hanya diekploitasi oleh segelintir orang tetapi 
dinikmati dan mampu memenuhi kebutuhan bahkan mendatangkan kesejahteraan 
bagi seluruh masyarakat tanpa melupakan pelestarian lingkungan.  
e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum penerapan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum memegang 
peranan yang sangat penting dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang 
prima kepada masyarakat.  
f. Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama. Paham keagamaan selalu 
menjadi landasan dalam setiap gerak pembangunan bangsa sebagai pondasi dan 
benteng bagi kita terhadap pengaruh buruk dari globalisasi. 
3. Organisasi dan Tata Kerja Daerah 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
mempunyai landasan/Dasar Hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten 
Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010  tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah 
mempunyai fungsi (Papan Tugas & Fungsi Sekretariat Daerah) : 
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah. 
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b. Pengkoordinasian pelaksaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan 
Kelurahan.  
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.  
d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah.  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Berdasarka Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (2016) 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
SEKRETARIAT 
1) Sekretariat Daerah 
2) Sekretariat DPRD 
3) Sekretariat KORPRI 
DINAS DAERAH  
1) Dinas Kebersihan & Pertamanan  
2) Dinas Kebudayaan & Pariwisata  
3) Dinas Kelautan & Perikanan  
4) Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil  
5) Dinas Kesehatan  
6) Dinas Koperasi, UKM & Perindagtamben  
7) Dinas Pekerjaan Umum  
8) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah  
9) Dinas Pendidikan Nasional  
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10) Dinas Perhubungan & Kominfo  
11) Dinas Pertanian & Kehutanan  
12) Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
1) Inspektorat  
2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  
3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas (BKBPL)  
4) Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan  
5) Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa/Kelurahan  
6) Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana  
7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
9) Kantor Lingkungan Hidup  
10) Kantor Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal  
11) Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah  
12) Rumah Sakit Umum Daerah 
PERANGKAT DAERAH 
1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
2) Kecamatan  
3) Kelurahan 
B. Analisis Statis Deskriptif  
Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti 
menyebar sebanyak 75 rangkap kuesioner di 15 instansi yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Selayar dan yang di Kembalikan adalah sebanyak 69 rangkap kuesioner. 
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Jadi dengan demikian terdapat 6 Kuesioner yang tidak kembali. Gambaran yang 
diperoleh tentang karakteristik responden akan dilakukan dengan pengolahan data 
melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik 
deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh 
peneliti.  
1.  Jenis Kelamin  
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 orang. Terdiri dari 35 
Berjens kelamin laki-laki atau sebesar 50,72%. Dan yang berjenis kelamin 
perempuan 34 orang atau sebesar 49,28% Dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.  
Tabel 4.1 
 Jenis Kelamin Responden  
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1.  
2.  
Laki-Laki 
Perempuan 
35 
34 
50,72% 
49,28% 
Jumlah 69 100% 
Sumber : data primer diolah 2016 
2.  Usia   
Hasil olah data untuk kriteria responden berdasarkan usia responden dapat 
dilihat pada tabel 4.2. Responden mayoritas berusia 36-45 tahun dengan persentase 
sebesar 49,28%. Sedangkan responden dengan usia diatas 55 tahun hanya 2 orang 
dengan persentase sebesar 2,89%. Responden dengan usia dibawah 25 tahun 
sebanyak 3 orang dengan persentase 4,35%. Usia 25-35 tahun sebanyak 14 orang atau 
sebesar 20,29% dan yang terakhir responden Usia 46-55 tahun sebanyak 16 orang 
dengan persentase 23,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.2 
Tingkat Usia Responden 
No. Usia Jumlah Persentase (%) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
< 25 Tahun 
25-35 Tahun 
36-45 Tahun 
46-55 Tahun 
> 55 tahun 
3 
14 
34 
16 
2 
4,35 
20,29 
49,28 
23,19 
2,89 
Jumlah 69 100 
Sumber: data primer diolah 2016    
3. Masa Kerja   
Hasil dari data untuk kriteria masa kerja responden diketahui bahwa Responden 
dengan masa kerja 11-15 tahun menjadi yang paling dominan dengan 24 orang 
dengan persentase 34,78%. Sedangkan yang palin minim berada pada masa kerja 16-
20 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 4,35%. Selanjutnya masa kerja  < 
5tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 8,69%. Pada masa kerja 5-10 tahun memiliki 
jumlah yang sama dengan masa kerja > 20 tahun yaitu sebesar 18 orang dengan 
persentase sebesar 26,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 4.3 
Masa Kerja 
No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
< 5 Tahun 
5-10 Tahun 
11-15 tahun 
16-20 Tahun 
> 20 Tahun 
6 
18 
24 
3 
18 
8,69 
26,09 
34,78 
4,35 
26,09 
Tahun 69 100 
Sumber: data primer diolah 2016 
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4. Tingkat Pendidikan  
Hasil olah data untuk kriteria tingkat pendidikan didominasi dengan tingkat 
pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 55 orang atau sebesar 79,71%. Pada tingkat 
pendidikan Diploma 3 sebanyak 2 orang atau sebesar 2,90%. Selanjutnya tingkat 
pendidikan SLTA sebanyak 3 orang dengan persentase 4,35%. Dan yang terakhir 
tingkat pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 13,04 
tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:   
Tabel 4.4 
Tingkat Pendidikan 
No. Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 
1.  
2.  
3.  
4.  
SLTA 
D3 
S1 
S2 
3 
2 
55 
9 
4,35 
2,90 
79,71 
13,04 
Jumlah 69 100 
Sumber: data primer diolah 2016 
5. Nama Instansi Responden   
Hasil dari data untuk instansi tempat responden bekerja dimana peneliti 
menyebar kuesioner kepada 15 instansi pemerintah di kabupaten kepulauan selayar 
dan memberi 5 draft kuesioner di setiap instansi. Rata-rata setiap instansi 
mengembalikan kuesioner sebanyak 5 kuesioner atau lengkap dengan persentase 7,25 
dari seluruh kuesioner, dan hanya 6 instansi pemerintah yang hanya mengembalikan 
4 kuesioner yang berarti ada 1 yang tercecer dengan persentase 5,79 dari keseluruhan 
kuesioner yang dibagikan kepada instansi-instansi yang ada di kabupaten kepulauan 
selayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.5 
Instansi Penelitian 
No. Nama Instansi Jumlah Persentase (%) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
 
13.  
14.  
15.  
Inspektorat  
Dinas Pekerjan Umum  
Dinas Kependudukan  
Dians ESDM  
Dinas Pertanian  
Kantor Pelayanan Terpadu  
Dinas Kesehatan  
Dinas Pendidikan Nasional  
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan  
Badan Pemberdayaan Perempuan 
BAPPEDA   
Dinas Koperasi, Usaga Kecil dan 
Menengah 
DPPKAD  
Badan Kepegawaian Daerah  
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
5,79 
5,79 
 
5,79 
5,79 
5,79 
5,79 
Jumlah 69 100 
Sumber: data primer diolaah 2016 
6. Statistik Deskripsi Variabel  
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Perencanaan anggaran, 
Pengendalian Intern, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang 
dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Distribusi frekuensi atas jawaban 
responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu:    
 
  
    
 
       
Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,80, dengan demikian 
rentang skala 0,80 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
Ikhtisar rentang skala variabel 
 
Rentang 
Perencanaan 
anggaran 
Pengend
alian 
Intern 
Realisasi 
Anggaran 
Akuntabilitas 
Keuangan 
Daerah 
1 ≤ X < 1,80 
1,80 ≤ X < 2,60 
2,61 ≤ X < 3,40 
3,41 ≤ X < 4,20 
4,21 ≤ X < 5 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
 
Keterangan : 
  SR : Sangat Rendah 
  R : Rendah 
  S : Sedang 
  T : Tinggi 
  ST : Sangat Tinggi  
C. Deskripsi Variabel  
Deskripsi variabel dari 69 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
berikut:  
Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
JPA 69 26,00 40,00 35,3913 3,58189 
JPI 69 29,00 45,00 38,1884 3,48642 
JRA 69 22,00 30,00 26,2464 2,50532 
JAK 69 34,00 55,00 46,5217 4,39120 
Valid N (listwise) 69     
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Tabel Tabel 4.7 menunjukkan  statistik  deskriptif  dari  masing-masing variabel  
penelitian. Berdasarkan  tabel 4.7,  hasil  analisis  dengan menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  perencanaan anggaran  menunjukkan  nilai minimum  sebesar  
26,  nilai  maksimum  sebesar  40,  mean  (rata-rata) sebesar  35,39 dengan  standar  
deviasi  sebesar  3,582. Selanjutnya hasil  analisis dengan  menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  variabel pengendalian intern  menunjukkan  nilai  minimum  
sebesar  28, nilai maksimum sebesar 45,  mean  (rata-rata) sebesar 37,86 dengan 
standar deviasi sebesar 3,727. Untuk varibel realisasi anggaran,  nilai  minimum  
sebesar  22, nilai maksimum sebesar 30,  mean  (rata-rata) sebesar 26,25 dengan 
standar deviasi sebesar 2,050. dan untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah, nilai 
minimum sebesar 34, nilai maximum sebesar 55, mean (rata-rata) sebesar 46,52 
dengan standar deviasi sebesar 4,391.  
Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 
berada pada variabel akuntabilitas keuangan daerah yakni  46,52, sedangkan yang 
terendah adalah variabel realisasi anggaran yaitu 26,25. Untuk standar deviasi 
tertinggi berada pada variabel akuntabilitas keuangan daerah dan yang terendah 
adalah variabel realisasi anggaran. 
D. Deskripsi Pernyataan  
1. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan anggaran   
Untuk tabel deskriptif Perencanaan Aggaran dapat diinterpretasikan sebagai berikut, 
Nilai F merupakan jumlah responden yang memilih bobot jawaban dari setiap item 
pertanyaan dalam setiap veriabel, skor merupakan hasil perkalian antara bobot 
pertanyaan dengan jumlah responden yang memilih bobot jawaban dari setiap item 
pertanyaan. Dibawah Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel perencanaan 
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anggaran terdiri dari 8 (delapan) item pernyataan, yang diuraikan pada tabel dibawah 
ini:  
 
Tabel 4.8 
Pernyataan responden mengenai Perencanaan anggaran  
 
Jawaban 
Responden 
STS TS N S SS 
Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
K1 
F    36 33 69 
4,47 ST Skor    144 165 309 
%    52,17 47,83 100 
K2 
F    46 23 69 
4,33 ST Skor    184 115 299 
%    66,67 33,33 100 
K3 
F   1 33 35 69 
4,44 ST Skor   3 132 175 307 
%   1,45 47,83 50,72 100 
K4 
F  3 7 32 27 69 
4,20 T Skor  6 21 128 135 290 
%  4,35 10,14 46,38 39,13 100 
K5 
F  1 3 27 38 69 
4,47 ST Skor  2 9 108 190 309 
%  1,45 4,35 39,13 55,07 100 
K6 
F   3 31 35 69 
4,46 ST Skor   9 124 175 308 
%   4,35 44,93 50,72 100 
K7 
F  2 2 29 36 69 
4,43 ST Skor  4 6 116 180 306 
%  2,90 2,90 42,03 52,17 100 
K8 
F   2 30 37 69 
3,11 T Skor   6 120 185 257 
%   2,90 43,48 53,62 100 
Rata-Rata Keseluruhan 4,31 ST 
Sumber : data primer diolah 2016 
       Berdasarkan dari tabel 4.8 diatas dapat di ketahui bahwa persepsi responden 
mengenai perencanaan anggaran sangat tinggi yaitu di rata-rata 4,31. Pada pernyataan 
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pertama menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa rencana pembangunan 
jangka menengah itu menjabarjkan mengenai visi misi dan program dari kepala 
daerah. Dengan mayoritas responden 33 memilih sangat setuju dan 36 lainnya 
memilih setuju. Pernyataan kedua menujukkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan 
oleh daerah harus terukur mengenai sistem pendanaannya. Dengan mayoritas 
responden 46 memilih  setuju dan sisanya memilih sangat setuju. Pada pernyataan 
ketiga 1 orang responden memilih ragu-ragu sementara 33 orang memilih setuju dan 
35 orang memilih sangat setuju.    
Pernyataan keempat mayoritas memilih setuju sebanyak 32 dan sisanya 27 orang 
sangat setuju, 7 orang memilih ragu-ragu dan 3 orang memilih tidak setuju ini 
menujukkan bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran harus di dasarkan pada 
program yang telah disepakati . Pernyataan kelima dimana mayoritas memilih sangat 
setuju sebanyak 38 orang, setuju  sebanyak 27 orang, ragu-ragu sebanyak 3 orang dan 
tidak setruju sebanyak 2 orang. Pernyataan keenam dengan mayoritas yang sangat 
setuju sebanyak  35 orang, setuju  sebanyak 31 orang dan ragu-ragu sebanyak 3 
orang. Pertanyaan ketujuh mayoritas memilih sangat setuju sebanyak 36 orang, setuju 
sebanyak 29 orang, dan sisanya tidak setuju. Ini menujukkan bahwa para responden 
menyetujui mengenai pertanggung jawaban dari perencanaan anggaran ketika 
anggaran itu terealisasi. Dan pernyataan terakhir mayoritas responden memilih sangat 
setuju sebanyak 37 orang, setuju sebanyak 30 orang dan  ragu-ragu sebanyak 2 orang.  
2. Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian Intern  
       Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel pengendalian Intern terdiri 
dari 9 (Sembilan) item pernyataan, sembilan item pernyataan itu menguraikan 
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mengenai hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut:   
 
Tabel 4.9 
Pernyataan responden mengenai Pengendalian Intern 
Jawaban 
Responden 
STS TS N S SS 
Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
K1 
F    29 40 69 
4,57 ST Skor    116 200 316 
%    42,03 57,97 100 
K2 
F  2 7 31 29 69 
3,60 T Skor  4 21 124 145 249 
%  2,90 10,14 44,93 42,03 100 
K3 
F   7 37 25 69 
4,26 ST Skor   21 148 125 294 
%   10,15 53,62 36,23 100 
K4 
F  3 6 40 20 69 
4,11 T Skor  6 18 160 100 284 
%  4,35 8,70 57,97 28,98 100 
K5 
F   1 48 20 69 
4,27 ST Skor   3 192 100 295 
%   1,45 69,57 28,98 100 
K6 
F  3 2 41 23 69 
4,21 ST Skor  6 6 164 115 291 
%  4,35 2,90 59,42 33,33 100 
K7 
F  5 2 49 13 69 
4,01 T Skor  10 6 196 65 277 
%  7,25 2,90 71,01 18,84 100 
K8 
F   2 46 21 69 
4,27 ST Skor   6 184 105 295 
%   2,90 66,67 30,43 100 
K9 
F  11 1 44 13 69 
3,85 T Skor  22 3 176 65 266 
%  15,94 1,45 63,77 18,84 100 
Rata-Rata Keseluruhan 4,12 T 
Sumber : data primer diolah 2016  
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        Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada pernyataan pertama mayoritas  
memilih sangat setuju sebanayk 40 orang dan yang menyatakan setuju sebanyak 29 
orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui harus adanya pembagian 
wewenang yang jelas dalam satu istansi. Pernyataan kedua dengan mayoritas 
responden memilih setuju sebanyak 31 orang, sangat setuju 29 orang, ragu-ragu 7 
orang dan tidak setuju sebanyak 2 orang. Menunjukkan bahwa responden 
membenarkan adanya kode etik dalam instansi dan diketahui oleh semua aparat 
dalam instansi tersebut. Penyataan ketiga mayoritas memilih setuju sebanyak 37 
orang, sangat setuju 25 orang dan yang ragu-ragu sebanyak 7 orang. Menunjukkan 
bahwa responden menyetujui bahwa dalam pengawasan intern dibutuhkan staf yang 
kompeten dan dapat dipercaya sera tanggap dengan perubahan.   
       Penyataan keempaat dimana penyataannya mengenai adanya pertanggung 
jawaban mengenai pengendalian internal instansi ketika anggaran telah terealisasi. 
Mayoritas responden memilih setuju sebanyak 40 orang, sangat setuju sebanyak 20 
orang, ragu-ragu 6 orang dan tidak setuju 3 orang. Pernyataan kelima dengan 
mayoritas memilih setuju sebanyak 48 orang, sangat setuju 20 orang dan sisanya 
memilih ragu-ragu sebanyak 1 orang. Dapat diketahui bahwa dalam satu instansi 
harus ada pemisahan tugas agar pengawasan dapat berjalan efektif. Pernyataan 
keenam mayoritas memilih setuju sebanyak 41 orang, sangat setuju 23 orang, ragu-
ragu 2 orang dan tidak setuju 3 orang. Dan dapat disimpulkan bahwa Pengendalian 
internal memang digunakan untuk mengawasi dalam perealisasian anggaran. 
Pernyataan ketujuh mayoritas memilih setuju sebanyak 49 orang, sangat setuju 13 
orang, ragu-ragu 2 orang dan tidak setuju 5 orang. Menujukkan bahwa responden 
menyetujui bahwa harus ada pengawasan mengenai kualitas pengendalian intern yang 
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akan dilaporkan pada akhir periode. Pertanyaan kedelapan dengan mayoritas memilih 
setuju sebanyak 46 orang, sangat setuju 21 orang dan ragu-ragu 2 orang. Pernyataan 
kesembilan dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 44 orang, sangat 
setuju 13 orang, ragu ragu 1 orang, dan tidak setuju sebanyak 11 orang. Menunjukan 
bahwa pengendalian internal akan berguna ketika ada ketidak sesuaian antara 
perencanaan dengan realisasi anggaran.    
3. Analisis Deskriptif Variabel Realisasi Anggaran  
        Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel Realisasi Anggaran terdiri 
dari 6 (Enam) item pernyataan, yang diuraikan pada tabel berikut:  
Tabel 4.10 
Pernyataan responden mengenai Realisasi anggaran 
Jawaban 
Responden 
STS TS N S SS 
Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
K1 
F    35 34 69 
4,49 ST Skor    140 170 310 
%    50,72 49,28 100 
K2 
F   2 32 35 69 
3,97 T Skor   6 128 140 274 
%   2,90 46,38 50,72 100 
K3 
F   1 41 27 69 
4,37 ST Skor   3 164 135 302 
%   1,45 59,42 39,13 100 
K4 
F  2 1 37 29 69 
4,34 ST Skor  4 3 148 145 300 
%  2,90 1,45 53,62 42,03 100 
K5 
F   4 39 26 69 
4,31 ST Skor   12 156 130 298 
%   5,80 56,52 37,68 100 
K6 
F   2 48 19 69 
4,24 ST Skor   6 192 95 293 
%   2,90 69,56 27,54 100 
Rata-Rata Keseluruhan 4,03 T 
Sumber : data primer diolah 2016 
72 
 
       Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada item pernyataan pertama yang 
menyatakan bahwa setiap SKPD harus membuat mengenai laporan penerimaan dan 
pengeluaran kas. Dan jumlah responden mayoritas memilih setuju sebanyak 35 orang 
dan sisanya sebanyak 34 orang memilih sangat setuju. Pernyataan kedua mayoritas 
responden memillih sangat setuju sebanyak 35 orang, setuju sebanyak 32 orang dan 
ragu-ragu sebanyak 2 orang. Menunjukan bahwa setiap instansi harus melaporkan 
realisasi anggaran sesuai fakta yang ada.  
       Pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD harus sesuai 
dengan SAP. Dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 41 orang, sangat 
setuju 27 orang dan ragu-ragu sebanyak 1 orang. Pernyataan keempat dengan 
mayoritas responden memilih setuju sebanyak 37 orang, sangat setuju 29 orang, ragu-
ragu 1 orang dan tidak setuju adalah sebanyak 2 orang. Menunjukan bahwa 
responden menyadari bahwa bagian terpenting dalam pelaporan adalah bagian 
pertanggung jawabannya. Pernyataan kelima dengan mayoritas responden memilih 
setuju sebanyak 39 orang, sangat setuju 26 orang dan yang memilih ragu-ragu 4 
orang.  
Pernyataan keenam dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 48 
orang, sangat setuju 19 orang dan ragu-ragu sebanyak 2 orang. Menunjukan bahwa 
pertanggung jawaban dalam pelaksanaan APBD harus sesuai dengan prosedur yang 
telah di tetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bahan pertanggung 
jawaban kepada public. 
4. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)    
Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah 
terdiri dari 11 (Sebelas) item pernyataan, yang diuraikan pada tabel berikut:  
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Tabel 4.11 
Pernyataan responden mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah 
Jawaban 
Responden 
STS TS N S SS 
Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
K1 
F   1 46 22 69 
4,30 ST Skor   3 184 110 297 
%   1,45 66,67 31,88 100 
K2 
F  1 1 46 21 69 
4,26 ST Skor  2 3 184 105 294 
%  1,45 1,45 66,67 30,43 100 
K3 
F  3  53 13 69 
4,10 T Skor  6  212 65 283 
%  4,35  76,81 18,84 100 
K4 
F 2 2 6 48 11 69 
3,92 T Skor 2 4 18 192 55 271 
% 2,90 2,90 8,70 69,56 15,94 100 
K5 
F  3 5 41 20 69 
4,13 T Skor  6 15 164 100 285 
%  4,35 7,25 59,42 28,99 100 
K6 
F  1 2 50 16 69 
4,17 T Skor  2 6 200 80 288 
%  1,45 2,90 72,46 23,19 100 
K7 
F    43 26 69 
4,37 ST Skor    172 130 302 
%    62,32 37,68 100 
K8 
F  1  40 28 69 
4,34 ST Skor  2  160 140 300 
%  1,45  57,97 40,58 100 
K9 
F  3 1 44 21 69 
4,20 T Skor  6 3 176 105 290 
%  4,35 1,45 63,77 30,43 100 
K10 
F    47 22 69 
4,31 ST Skor    188 110 298 
%    68,12 31,88 100 
K11 
F  1 1 40 27 69 
4,34 ST Skor  2 3 160 135 300 
%  1,45 1,45 57,97 39,13 100 
Rata-Rata Keseluruhan 4,22 ST 
Sumber : data primer diolah 2016 
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        Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden memilih sangat 
setuju dengan jumlah keseluruhan 4,22. Pernyataan pertama mayoritas responden 
memilih setuju sebanyak 46, sangat setuju 22 orang,dan ragu-ragu sebanyak 1 orang. 
Menunjukan bahwa responden menyetujui visi misi  instansi harus dijabarkan 
kedalam rencana strategi organisaasi. Pernyataan kedua dengan mayoritas responden 
memilih setuju sebanyak 46 orang, sangat setuju 20 orang, ragu-ragu sebanyak 1 
orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Menunjukan bahwa  pemerintah harus 
menyampaikan perencanaan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. 
Pernyataan ketiga dengan mayoritas responden memilih setuju 53 orang, sangat 
setuju sebanyak 13 orang, dan tidak setuju sebanyak 3 orang. Menunjukan bahwa 
responden menyetujui pemerintah daerah harus menyampaikan laporan realisasi 
semester pertama pelaksanaan APBD. Pernyataan keempat dengan mayoritas 
memilih responden memilih setuju sebanyak 48 orang, sangat setuju sebanyak 11 
orang, ragu-ragu 6 orang, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju sebanyak 2 
orang. Menunjukan bahwa responden mengakui semua manfaat yang bernilai uang 
merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.   
       Pernyataan kelima yang menyatakan bahwa instansi harus melakukan analisis 
keuangan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dengan mayoritas 
responden memilih setuju sebanyak 41 orang, sangat setuju sebanyak 20 orang, ragu-
ragu sebanyak 5 orang dan tidak setuju sebanyak 3 orang. Pernyataan keenam dengan 
mayoritas responden memilih setuju sebanyak 50 orang, sangat setuju sebanyak 16 
orang, ragu-ragu sebanyak 2 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Menunjukan 
bahwa instansi membuat laporan kepada atasan setiap program telah dilaksanakan. 
Pernyataan kedelapan dimana sebuah instansi harus melakukan pengecekkan 
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terhadap jalannya program dengan mayoritas responden memilih setuju 43 orang, dan 
sangat setuju sebanyak 26 orang.   
       Pernyataan kedelapan dengan mayoritas responden memilih setuju debanyak 40 
orang, Sangat setuju sebanyak 28 orang dan ragu-ragu sebanyak 1 orang. 
Menujukkan bahwa Instansi harus melakukan pemantauan terhadap program yang 
terealisasi. Pernyataan kesembilan dengan mayoritas responden memilihsetuju 
sebanyak 44 orang, sangat setuju sebanyak 21 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang dan 
tidak setuju sebanyak 3 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui LAKIP 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program. Pernyataan 
kesepuluh dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 47 orang dan sangat 
setuju sebanyak 22 orang. Menunjukkan bahwa Laporan keuangan daerah harus 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan pernyataan terakhir yang 
menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum 
diberikan kepada BPK. Mayoritas responden memilih setuju sebanyak 40 orang, 
Sangat setuju 27 orang, ragu-ragu 1 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang.  
E. Hasil Uji Kualitas Data   
       Uji kualitas data dilakukan berkaitan dengan proses pengukuran yang cenderung 
keliru. Apalagi dalam penelitian – penelitian ilmu sosial, atau variabel – variabel 
yang diteliti sifatnya lebih abstrak sehingga sulit untuk dilihat dan divisualisasikan. 
Konsep yang digunakan untuk mengukur kualitas data, yaitu : 
1. Uji Validitas Data 
       Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau 
kuesioner dari masing-masing variabel. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan 
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untuk mengukur validitas yaitu content validity, criterion-related validity dan 
construct validity (Indriantoro dan Supomo, 2013:181). Pengujian  
validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung 
korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan 
metode product moment pearson correlation.  
       Pengujian dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Nilai r hitung 
merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan di 
setiap variabel yang dianalisis dengan program spss dan outputnya bernama corrected 
item correlation. Sedangkan untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan tabel r 
product moment, yaitu menentukan α = 0,05 kemudian n = 69 sehingga didapat nilai r 
tabel dua sisi sebesar 0,250 (69-2).  
1. Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat ditentukan, apabila r 
hitung> r tabel = Valid dan  
2. Tingkat r hitung< r tabel = Tidak Valid. Hasil uji validitas selengkapnya dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel 
Perencanaan Anggaran 
Pernyataan 
Corrected item total 
correlation (r hitung) 
r tabel Validitas 
1 0,539 0,250 Valid 
2 0,553 0,250 Valid 
3 0,754 0,250 Valid 
4 0,729 0,250 Valid 
5 0,821 0,250 Valid 
6 0,841 0,250 Valid 
7 0,845 0,250 Valid 
8 0,803 0,250 Valid 
Sumber data: data primer, diolah 2016  
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       Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan 
variabel perencanaan anggaran menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan 
bahwa r hitung> r tabel. Dimana ketika r hitung> r tabel maka dapat disimpulkan bahwa 
semua item pertanyaan dinyatakan valid.  
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel 
Pengendalian Intern  
Pernyataan 
Corrected item total 
correlation (r hitung) 
r tabel Validitas 
1 0,547 0,250 Valid 
2 0,630 0,250 Valid 
3 0,666 0,250 Valid 
4 0,808 0,250 Valid 
5 0,792 0,250 Valid 
6 0,647 0,250 Valid 
7 0,665 0,250 Valid 
8 0,631 0,250 Valid 
9 0,476 0,250 Valid 
Sumber data : data primer, diolah 2016 
       Tabel 4.13 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel 
pengedalian intern menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa r 
hitung> r tabel. Dimana Ketika r hitung> r tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua item 
pertanyaan dari variabel diatas dinyatakan sudah valid atau sudah sesuai dengan 
ketentuan. Tabel 4.14 dibawah dapat dilihat bahwa korelasi antara masing-masing 
pertanyaan variabel realisasi anggaran menunjukkan hasil yang signifikan dan 
menunjukkan bahwa r hitung> r tabel. Dimana diketahui bahwa ketika r hitung> r tabel  maka 
dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel diatas 
dinyatakan vilid atau sudah sesuai dengan ketentuan. 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel  
Realisasi Anggaran 
Pernyataan 
Corrected item total 
correlation (r hitung) 
r tabel Validitas 
1 0,811 0,250 Valid 
2 0,692 0,250 Valid 
3 0,846 0,250 Valid 
4 0,664 0,250 Valid 
5 0,803 0,250 Valid 
6 0,742 0,250 Valid 
Sumber data : data primer, diolah 2016 
       Tterlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel realisasi 
anggaran menunjukkan hasil yang signifikan. Pada item corrected total correlation (t 
hitung) pada tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa seluruh r hitung dari poin pertama 
sampai keenam berada di atas nilai r tabel. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel 
Akuntabilitas Keuangan Daerah  
Pernyataan 
Corrected item total 
correlation (r hitung) 
r tabel Validitas 
1 0,597 0,250 Valid 
2 0,500 0,250 Valid 
3 0,702 0,250 Valid 
4 0,738 0,250 Valid 
5 0,730 0,250 Valid 
6 0,574 0,250 Valid 
7 0,689 0,250 Valid 
8 0,706 0,250 Valid 
9 0,686 0,250 Valid 
10 0,724 0,250 Valid 
11 0,724 0,250 Valid 
Sumber data : data primer, diolah 2016 
       Tabel 4.15 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel 
akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan 
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bahwa r hitung> r tabel. Dimana diketahui bahwa ketika r hitung> r tabel dapat diambil 
kesimpulan bahwa semua item pernyataan dari variabel diatas di anggap vilid atau 
sudah sesuai dengan ketentuan.  
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas 
menggunakan metode Cronbachs’s Alpha, yang diaplikasikan dengan program SPSS 
Ver. 22. Untuk uji reliabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 
1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap 
buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. 
Dari hasil olah data dapat dilihat pada tabel 4.16 
 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Reliabailitas 
Variabel 
Cronbach’s 
Alpha 
Standar 
Reliabilitas 
Keterangan 
Perencanaan Anggaran 0,879 0,60 Reliabel 
Pengendalian Intern 0,816 0,60 Reliabel 
Realisasi Anggaran 0,846 0,60 Reliabel 
Akuntabilitas Keuangan Daerah 0,875 0,60 Reliabel 
Sumber data : data primer diolah 2016 
       Nilai cronbach’s alpha pada tabel  4.16 diatas semua variabel lebih besar dari 
0,60, sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel 
Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern, Realisasi Anggran dan Akuntabilitas 
Keuangan Daerah semua dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur 
variabel dalam penelitian yang dilakukan di SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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3. Uji Asumsi Klasik  
       Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut uraiannya :  
a. Uji Normalitas  
       Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi, pengujian 
dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram dan normal p-p plot. Salah 
satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram 
yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 
distribusi normal. Untuk lebih memberi keyakinan dan memberi hasil yang kebih 
handal dapat digunakan dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 
dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
       Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau 
tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample  
Kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih  detail, 
apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan 
regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov 
lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa 
data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi Z sebesar 
0,20> 0,05.    
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                                                            Tabel 4.17 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 69 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,48555015 
Most Extreme Differences Absolute ,059 
Positive ,059 
Negative -,056 
Test Statistic ,059 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance.  
Sumber Data : Data Primer, diolah 2016 
       Bentuk grafik histogram pada gambar juga menunjukkan bahwa data terdistribusi 
normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. 
Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram. 
 
Grafik 4.1 
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram 
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       Dapat dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Karena ketika titik-
titik tersebut tidak menyebar di sekitar garis diagonal maka dinyatakan tidak 
memenuhi asumsi klasik. 
Grafik 4.2 
Hasil Uji Normalitas – Grafik Normal Plot 
 
b. Uji Multikololinearitas 
       Model regresi berganda yang baik adalah model regresi  yang  variabel –variabel  
bebasnya tidak  memiliki  korelasi  yang  tinggi  atau bebas  dari  multikolinearitas.  
Deteksi adanya  multikolinearitas  dipergunakan nilai vif (varian infalaction factor), 
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bila nilai vif di bawah 10 dan nilai tolerance di  atas  0,10  berarti  data  bebas 
multikolinearita. 
 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Multikolinearitas  
                                           Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
JPA ,664 1,507 
JPI ,703 1,423 
JRA ,725 1,379 
a. Dependent Variable: JAK 
Sumber data : data primer diolah 2016 
       Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.18 diatas, karena nilai VIF untuk semua 
variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 
0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel 
independen. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
       Dari grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar 
baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi 
heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk 
memprediksi Akuntabilitas Keuangan Daerah berdasarkan masukan variabel 
independennya (Perencanaan Anggaran, pengendalian Intern danRealisasi Anggaran).  
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Grafik 4.3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
4. Hasil Uji Hipotesis  
       Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah 
uji hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan 
variabel dependen.   
a. Regresi pertama 
1. Uji Koefesien Determinasi 
       Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase 
pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran 
terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Peneliti melakukan pengujian koefisien 
korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi  atau  R  Square  (R
2
). Untuk 
mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,524
a
 ,275 ,253 2,16514 
a. Predictors: (Constant), JPI, JPA  
Data primer diolah 2016 
       Berdasarkan tabel diatas nilai R2 adalah 0,524 menurut pedoman interpretasi 
koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang “kuat”. Hal ini 
menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap realisasi anggaran. 
       Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R square sebesar 0,275, 
yaitu sebesar 27,5% dari realisasi anggaran dapat dijelaskan oleh variasi dari 
perencanaan anggran dan pengendalian intern sisanya sebesar 72,5% diterangkan 
oleh variabel lain. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara realisasi anggaran dengan 
variabel perencanaan anggaran dan pengendalian intern adalah cukup. 
2. Hasil Uji simultan (Uji F)  
Uji simultan atau uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel X1 X2 dan X3 
berpengaruh terhadap Y.  
Tabel 4.20 
Hasil Uji Simultan (Uji f) 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 117,415 2 58,707 12,523 ,000
b
 
Residual 309,397 66 4,688   
Total 426,812 68    
a. Dependent Variable: JRA 
b. Predictors: (Constant), JPI, JPA  
Data primer diolah 2016 
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F 
hitung sebesar 12,523 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 
Artinya secara simultan, Perencanaan anggran, pengendalian intern berpengaruh 
terhadap realisasi anggaran bisa diterima. 
3. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 
       Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel variabel 
Perencanaan Aggaran (X1), pengendalian Internal (X2), dan Realisasi Anggaran (X3) , 
secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 
Daerah  (Y). Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut :  
Tabel 4.21 
Hasil Uji t Hitung 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,656 3,180  3,351 ,001 
JPA ,246 ,085 ,352 2,902 ,005 
JPI ,180 ,087 ,251 2,072 ,042 
a. Dependent Variable: JRA  
Data primer diolah 2016 
       Tabel 4.21 menunjukkan variabel perencanaan anggaran memiliki t hitung 
sebesar 2,902  dengan  nilai signifikansi 0.005. Dimana nilai signifikansinya lebih 
kecil dari atau 0,05 yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran. dan nilai t hitung > t tabel. Variabel 
pengendalian intern memiliki t hitung sebesar 2,072  dengan  nilai signifikansi 0.042. 
Dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari atau 0,05 yang menunjukkan bahwa 
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pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran. 
dan nilai thitung > t tabel.  
       Untuk pengujian hipotesis selanjutnya, data dilihat dari hasil uji 
koefisiendeterminasi (R2). Apabila nilai adjusted R square yang mendekati satu maka 
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Tabel ini memperlihatkan hasil uji koefisien 
determinasi :  
b. Regresi kedua 
1. Koefesien determinasi (R2)  
       Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase 
pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran 
terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Peneliti melakukan pengujian koefisien 
korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi  atau  R  Square  (R
2
). Untuk 
mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.22 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,803
a
 ,645 ,629 2,67635 
a. Predictors: (Constant), JRA, JPI, JPA  
Data primer diolah 2016 
       Berdasarkan tabel 4.21 diatas, nilai R adalah 80,3% menurut pedoman 
interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang 
(sangat kuat) atau berpengaruh karena berada pada interval 0,80 – 1. Hal ini 
88 
 
menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi 
Anggaran  berpengaruh sangat kuat atau berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Keuangan Daerah di Kabupaten kepulauan Selayar. 
       Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai Adjusted R square dari 
model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 
bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel 
diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,645, hal ini  berarti bahwa 
64,5% Akuntabilitas Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh variasi variabel 
independen dan sisanya sebesar 35,5% (100% - 64,5%) dipengaruhi oleh variabel lain 
yang belum diteliti dalam penelitian ini.  
2. Hasil Uji simultan (Uji F)  
Uji simultan atau uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel perencanaan  
anggaran (X1), Pengendalian intern (X2), realisasi anggaran (X3) bersama-sama 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y).   
Tabel 4.23 
Hasil Uji Simultan (Uji f) 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 845,632 3 281,877 39,353 ,000
b
 
Residual 465,585 65 7,163   
Total 1311,217 68    
a. Dependent Variable: JAK 
b. Predictors: (Constant), JRA, JPI, JPA  
Data primer diolah 2016 
       Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F 
hitung sebesar 39,353 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 
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Artinya secara simultan, Perencanaan anggran, pengendalian intern dan realisasi 
anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah bisa diterima. 
3. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 
       Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel variabel 
Perencanaan Aggaran (X1), pengendalian Internal (X2), dan Realisasi Anggaran (X3) , 
secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 
Daerah  (Y). Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut :  
Tabel 4.24 
Hasil Uji t Hitung 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,555 4,252  ,366 ,716 
JPA ,028 ,111 ,023 ,252 ,802 
JPI ,654 ,111 ,519 5,889 ,000 
JRA ,724 ,152 ,413 4,758 ,000 
a. Dependent Variable: JAK  
Data primer diolah 2016 
       Berdasarkan dari hasil uji parsial (uji t) diatas diketahui bawa nilai t hitung 
variabel X1 adalah tidak signifikan dengan tingkat signifikan 0,802> 0,05. Nilai t 
hitung untuk variabel  X2 adalah positif dengan tingakat signifikan 0,000< 0,05. Dan 
nilai t hitung untuk variabel X3 adalah positif dengan tingkat signifikan 0,000<0,05. 
       Pengujian variabel intervening menggunakan path analysis atau sering disebut 
analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk menentukan pola hubungan antara tiga 
atau lebih variabel. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah realisasi 
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anggran merupakan variabel yang dapat memediasi hubungan antara perencanaan 
anggran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.  
       Pada output persamaan pertama nilai unstandardized Beta perencanaan 
anggaran sebesar 0,246 dengan tingkat signifikan 0,005 yang berarti berpengaruh 
terhadap realisasi anggaran. Nilai koefisien unstandardized Beta 0,246 merupakan 
nilai path atau jalur p1.  Nilai unstandardized Beta pengendalian intern sebesar 0,180 
dengan tingkat signifikan 0,042 yang berarti berpengaruh terhadap realisasi anggaran. 
Nilai koefisien unstandardized Beta 0,180 merupakan nilai path atau jalur p2.  
       Pada output persamaan kedua nilai unstandardized Beta perencanaan anggaran 
sebesar  0,028 dengan tingkat signifikan 0,802 yang berarti tidak berpengaruh 
terhadap akuntabilitas keuangan. Nilai koefisien unstandardized Beta 0,802 
merupakan nilai path atau jalur p3. Nilai unstandardized Beta pengendalian intern 
sebesar  0,654 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan. Nilai koefisien unstandardized Beta 0,654 merupakan nilai 
path atau jalur p4. Nilai unstandardized  Beta realisasi anggaran sebesar  0,724 
dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti berpengaruh terhadap akuntabilitas 
keuangan. Nilai koefisien unstandardized Beta 0,724 merupakan nilai path atau jalur 
p5.  
       Berdasarkan hasil koefisien determinasi persamaan pertama diperoleh nilai R 
Square sebesar 0,725, maka besarnya nilai e1= √      = 0,864  Nilai e1 adalah 
jumlah varian variabel realisasi anggaran atau variabel mediasi yang tidak dijelaskan 
oleh variabel independen. Berdasarkan hasil koefisien determinasi persamaan kedua 
diperoleh nilai R Square sebesar 0,645, maka besarnya nilai e2= √      = 0,609  
Nilai e2 adalah jumlah varian variabel akuntabilitas keuangan yang tidak dijelaskan 
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oleh variabel perencanaan anggaran, pengendalian inntern dan realisasi anggaran. 
Berikut adalah model analisis jalur.  
 
          e1 = 0,864                                              e2 = 0,609 
\ 
                                                                p3 = 0,028 
                       p1 = 0,246 
                                                                                          p5 = 0, 724 
                     p2 = 0, 180 
                                                                  p4 = 0,654 
                                                             
 
Pengaruh lansung :  
     Perencanaan anggran = 0,028 
     Pengendalian intern   = 0,654 
Pengaruh tidak lansung  
     Perencanaan anggaran = 0,178 
     Pengendalian intern    =  0,130   
       Hasil uji pengaruh intervening variabel perencanaan anggaran dan pengendalian 
intern adalah sebagai berikut:  
Y1 = α  + β 1+ X1 + β 2+ X2 + e1  
        = 10,656 + 0,246 x1 + 0,180 x2 + 0,864  
Y2  = α  + β 1+ X1 + β 2+ X2 + β 3+ X3  + e2  
      = 1,555 + 0,028 x1 + 0,653 x2 + 0,742 x3 + 0,609 
Perencanaan  
Anggaran   
(X1)
 
Pengendalian          
Internal    
(X2)
 
Realisasi Anggaran  
(X3=Y1) 
Akuntabilitas 
Keuangan  
(Y) 
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Pada hasil uji pengaruh intervening antara perencanaan anggaran terhadap 
akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggran sebagai variabel intervening 
ditemukan bahwa pengaruh lansung antara variabel perencanaan dengan realisasi 
adalah sebesar 0,028 sedangkan pengaruh tidak lansung sebesar 0,178. Pada hasil uji 
intervening antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan dengan 
realisasi anggran sebagai variabel intervening ditemukan bahwa pengaruh lansung 
pengendalian terhaadap akuntabilitas adalah sebesar 0,654 sedangkan pengaruh tidak 
lansung sebesar 0,130. Maka dari hasil di atas dapat disimpulkan pada tabel dibawah 
ini: 
  
No Variabel Direct Indirect Total Kesimpulan 
1 Perencanaan  
anggaran 
0,028 0,178 0,206 Realisasi anggaran sebagai 
variabel intervening dengan 
direct lebih kecil dari indirect  
2 Pengendalian 
intern 
0,654 0,130 0,784 Realisasi anggaran sebagai 
variabel intervening dengan 
direct lebih besar dari indirect 
       Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketika indirect effect lebih besar dari direct 
maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut bisa dikatakan sebagai variabel 
intervening. Pada variabel perncanaan anggaran memiliki nilai direct sebesar 0,028 
dan nilai indirect sebesar 0,078 berarti dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran 
dapat menjadi variabel intervening. Pada variabel pengendalian intern memiliki nilai 
direct sebesar 0,654 dan indirect sebesar 0,130 maka dapat disimpulkan bahwa 
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realisasi anggaran merupakan variabel intervening dimana nilai direct lebih besar dari 
indirect.   
 Pembahasan  
       Penelitian mengenai pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan 
Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar dapat di berikan pembahasan sebagai berikut:  
1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Daerah.  
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh Perencanaan 
anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan signifikansi 0,846 diatas dari batas 
tingkat signifikasi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak diterima. 
Walaupun perencanaan anggaran ini penting dalam proses penganggaran akan tetapi 
pada penelitian imi menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh 
signifikan dengan akuntabilitas keuangan daerah. Memang dalam hal penganggaran 
sangat penting adanya perencanaan karena suatu pekerjaan yang akan dilakukan 
harus di rencanakan terlebih dahulu.   
Akan tetapi dalam proses penganggaran atau perencanaan anggaran ketika akan 
di pertanggung jawabkan harus melalui realisasi terlebih dahulu, karena sebuah 
perencanaan akan dikatakan baik ketika realisasinya juga baik. Konsisten dengan 
pernyataan yang dikeluarkan oleh. Friska (2014) menyatakan bahwa Akuntabilitas 
melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan anggran dapat dipertanggung 
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jawabkan ketika telah dibuatkan laporan realisasi anggran yang menjadi bagian dari 
laporan pertanggungjawaban.    
2. Pengaruh Pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Keuangan 
Daerah  
        Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh pengendalian Intern 
terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah positive dan signifikan dengan tingkat 
signifikansi 0,000 dibawah dari tingkat signifikasi 0.05. Ini berarti pengendalian 
intern daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kedua 
mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah 
dapat  diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakuakan oleh 
Ummu Kaltsum dan Abd. Rahman (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian 
intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Pernyataan ini diperkuat dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Aristanti widyaningsih (2011) yang menyatakan 
terdapat hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan 
daerah. 
       Pengendalian Intern yang dimaksudkan disini adalah bagaimana cara suatu 
instansi melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program, dan ketika program 
ini tidak berjalan dengan semestinya maka akan dilakukan beberapa evaluasi. Jadi 
pengendalian internal ini dijadikan sebagai suatu badan pengawasan terhadap 
berjalannya suatu program dalam instansi pemerintah. Pengendalian intern ini sangat 
penting dalam suatu instansi untuk mengawasi dan melaksanakan evaluasi untuk 
program-program yang berjalan sehingga program dapat terealisasi dengan baik.   
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3. Pengaruh Perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan 
daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.  
Berdasarkan hasil uji t pada regresi pertama menunjukkan bahwa perencanaan 
anggaran berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran dengan tingkat 
disignifikansi 0,005 dan setelah di lakukan perhitungan  dengan persamaan yang 
digunakan maka dapat disimpulan bahwa realisasi anggaran dapat memediasi antara 
perencanaan dengan akuntabilitas dengan nilai direct 0,028 dan nilai indirect 0,178. 
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. 
 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perencanaan anggran memiliki 
peranan yang sangat penting dalam proses penganggaran di daerah, dimana 
perencanaan ini di jadikan titik tumpuh dikeluarkannya anggaran. Berlakunya 
otonomi daerah sekarang ini mewajibkan seluruh daerah untuk mempertanggung 
jawabkan hasil pembangunan daerahnya berupa laporan pertanggung jawaban.   
Pada laporan pertanggung jawaban inilah kita melihat apa tujuan dikeluarkannya 
anggaran tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak dan 
apakah yang dianggarkan sudah sesuai dengan yang direalisasikan atau tidak. 
Disinilah peranan penting realisasi anggaran dalam memediasi antara tahap 
perencanaan dengan tahap pertanggungjawaban. Dimana kita ketahui bahwa ketika 
perencanaan anggaran bagus maka akan menghasilkan realisasi anggaran yang 
maksimal yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat jadi 
kedua variabel ini dapat dikatakan memiliki hubungan yang kuat.   
Pada persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai pengaruh lansung adalah 0,028 
dan pengaruh tidak lansung sebesar 0,178, dapat dilihat bahwa pengaruh tidak 
lansung lebih besar dari pengaruh lansung maka dapat dikatakan bahwa variabel 
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realisasi anggaran bisa dijadikan sebagai variabel intervening. Hal ini ditekankan pula 
oleh Friska (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas anggaran meliputi proses 
perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Dan sesuai dengan hasil 
penelitian dari Friska (2014) yang menyatakan bahwa perncanaan anggran, 
implementasi dan pelaporan anggran berpengaruh secara simultan terhadap 
akuntabilitas istansi daerah. 
4. Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah 
dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.  
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh pengendalian intern 
terhadap realisasi anggaran adalah signifikan dengan tingkat dignifikansi 0,042 dan 
setelah di lakukan perhitungan  dengan persamaan yang digunakan maka dapat 
disimpulan bahwa realisasi anggaran dapat memediasi antara pengendalian intern 
dengan akuntabilitas dengan nilai direct 0,654 dan nilai indirect 0,130.  memang 
untuk menciptakan realisasi yang maksimal dibutuhkan sebuah pengendalian atau 
sebuah pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam tahap 
perencanaan hingga perealisasiannya. Olehnya itu memang betul kerika kedua 
variabel ini dikatakan berhubungan karena jika pengawasan anggaran dilaksanakan 
dengan baik maka akan meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang 
akan menghasilkan realisasi yang sesuai dengan perencanaannya maka akan tercipta 
pula akuntabilitas keuangan yang baik di daerah.   
Pada persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai pengaruh lansung adalah sebesar 
0,654 dan pengaruh tidak lansung adalah 0,130 yang berarti pengaruh lansung lebih 
besar dari pengaruh tidak lansung maka variabel realisasi anggran dapat dijadikan 
sebagai variabel intervening. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Muhanafiah (2015) yang menyatakan sistem pengendalian intern 
pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. 
5. Pengaruh Realisasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuanagan 
Daerah  
       Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh realisasi anggaran 
terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah positive dan signifikan dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Ini berarti realisai anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas 
keuangan daerah. Berarti hipotesis yang ketiga mengenai pengaruh realisasi anggaran 
terhadap akuntabilitas keuangan daerah dapat  diterima. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Arfian Rozaki (2012) yang menyatakan bahwa 
realisasi anggaran pemerintah daerah berpengaruh positive dan signifikan terhadap 
pertanggung jawaban keuangan daerah. 
       Realisasi anggaran yang dimaksud adalah Seberapa besar atau seberapa banyak 
program yang bisa di realisasikan oleh pemerinta sesuai dengan apa yang 
direncanakan ini. Diketahui bahwa belakangan ini banyak progrram yang tidak 
terealisasi dengan baik oleh karena banyaknya permasalahan dalam daerah, baik itu 
dari segi waktu maupun penyelewengan dana. Realisasi anggaran ini akhirnya akan 
dibuatkan berupa Laporan Realisasi anggaran yang membahas mengenai berapa 
banyak program yang telah di rencanakan dan berapa yang terealisasi serta berapa 
selisih kurang atau lebih antara apa yang direncanakan dengan apa yang terealisasi.  
       Jadi sudah dipastikan bahwa realisasi ini pasti berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas karena dalam pertanggungjawaban keuangan suatu daerah harus ada 
laporan realisasi anggaran. Yang mana laporan ini akan menjadi pelengkap dalam 
laporan pertanggung jawaban daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menyimpulkan tiga variabel yaitu Perencanaan anggaran, 
Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran. Berdasarkan pengujian hipotesis dan 
analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa 
variabel perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak diterima.  
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa 
variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
keuangan daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima.   
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa 
realisasi anggaran dapat memediasi antara perencanaan dengan akuntabilitas. 
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. 
4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa 
realisasi anggaran dapat memediasi antara pengendalian intern dengan 
akuntabilitas. Hasil ini menunjukkan hipotesis 4 diterima.  
5. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa 
variabel realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
99 
 
keuangan daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 diterima.  
6. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F), menunjukkan bahwa 
variabel perencanaan anggaran, pengendalian intern dan realisasi anggaran 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan 
daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa 
diterima.  
B. Implikasi Penelitian   
Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah uraikan pada bab pembahasan, 
maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:   
1. Pengelolaan anggaran dikabupaten selayar dari proses perencanaan, 
Pengendalian dan realisasinya akan akan memperhatikan aspek kesejahteraan 
masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan 
di daerah akan lebih diutamakan. Pemerintah tidak hanya mementingkan 
dirinya sendiri ataupun memperkaya dirinya sendiri.  
2. Penyelenggaran otonomi daerah yang baik dilandaskan pada pertanggung 
jawaban keuangan yang baik. 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah  
diambil, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 
1. Pada Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membah variabel X atau 
mengganti variabel X baru yang berkaitan dengan variabel Y.  
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki sistem yang ada agar apa 
yang di inginkan dapat di realisasikan dengan semestinya.  
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3. Dalam Penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan waktu yang membuat 
peneliti hanya sanggup meneliti 15 SKPD. Diharapkan pada penelitian 
sellanjutnya dapat meneliti keseluruhan SKPD.  
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Lampiran 1 : Kuesioner  
KUESIONER 
 
PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN 
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS  KEUANGAN DAERAH 
DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBAGAI  
 VARIABEL INTERVENING 
                            (Studi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar) 
 
 
 
 
Oleh : 
    
 
 
ANDYRWANTO 
10800111019 
 
 
 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
2016 
Selayar,       Februari  2016 
Perihal : Permohonan untuk Mengisi Kuesioner  
 
        Kepada  
Yth. Bapak/Ibu  
        Di  
  Tempat  
 
Assalamu Alaikum Wb. Wb. 
  Dalam  rangka  memenuhi  tugas  akhir  sebagai  mahasiswa  strata  satu   (S1) 
Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar  penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
perencanaan anggaran dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas  keuangan 
daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening”.   
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  maka  penulis  memohon  
kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner yang penulis lampirkan pada surat ini. 
Jawaban bapak/ibu  pada  kuisioner  ini  akan  penulis  gunakan  untuk  mengetahui. 
Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran 
Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Data  yang  penulis  peroleh  dari  
bapak/ibu  hanya  akan  penulis gunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga 
kerahasiaannya.  
Penulis menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang bapak/ibu miliki. 
Namun,  penelitian  ini  tidak  dapat  penulis  lakukan  tanpa  bantuan  bapak/ibu.  
Oleh karena  itu  penulis  sangat  memohon  kesediaan  bapak/ibu  meluangkan  
waktu  untuk mengisi kuisioner penelitian ini.  
  Demikian  permohonan  ini  penulis  ajukan,  atas  bantuan  bapak/ibu  penulis 
ucapkan banyak terima kasih.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
     Hormat saya  
                                                                                                          Peneliti,  
 
 
             Andyrwanto 
     Nim. 10800111019 
 
KUESIONER   
 A. Petunjuk Pengisian Kuesioner  
Untuk mengisi daftar pertanyaan ini, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden cukup 
memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia yang menurut 
Bapak/Ibu/Sdr/i paling tepat atau paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i 
Responden. Setiap pertanyaan membutuhkan hanya satu jawaban.   
Kriteria jawaban: 
    1. STS = Sangat Tidak Setuju 
    2. TS    = Tidak Setuju 
    3. RR      = Ragu-Ragu 
    4. S       = Setuju 
    5. SS     = Sangat Setuju 
 
B. Identitas Responden 
Nama Instansi   : _____________________________________ 
Nama Responden  : _____________________________________ 
Jenis Kelamin  :_____________________________________   
Umur   : _____________________________________ 
Pendidikan Terakhir  : _____________________________________ 
Jabatan    : _____________________________________ 
Lama Bekerja   :______________________________________ 
 
  
NO PERNYATAAN 
Perencanaan Anggaran STS TS RR S SS 
1. 
Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi 
misi dan program kepala daerah yang ingin 
dicapai. 
     
2. RKPD memuat mengenai Kerja yang terukur dan pendanaannya. 
     
3. 
SKPD dalam hal perencanaan anggaran 
mengikuti KUA dan PPAS dalam penyusunan 
RKA-SKPD. 
     
4. 
Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada 
program dan kegiatan yang tercantum dalam 
nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan 
pimpinan DPRD. 
     
5. 
Dalam penyusunan RKA_SKPD memperhatikan 
prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyusunan 
anggaran dalam rangka mencapai prestasi kerja. 
     
6. 
Dalam penyusunan RKA_SKPD, RAPBD serta 
pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS 
yang telah disepakati Antara Pemerintah, DPRD 
dan SKPD itu sendiri. 
     
7. Rencana Anggaran akan di pertanggungjawabkan ketika telah terealisasi.  
     
8. 
Apabila pada saat pertanggung jawaban ternyata 
di temukan ketidak sesuaian antara perencanaan 
dan realisasi maupun perencanaan yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan maka pihak pemeriksa 
harus memiriksa bagian perencanaan anggaran. 
     
 
NO PERNYATAAN 
Pengendalian Internal STS TS RR S SS 
1. Dalam instansi harus ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. 
     
2. Instansi memiliki kode etik tertulis dan semua 
aparat  mengetahuinya. 
     
3. Satuan pengawasan intern terdiri dari staf yang  kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan 
     
perubahan.   
4. Pengendalian yang ada harus di pertanggung jawabkan ketika anggaran telah terealisasi. 
     
5. 
Adanya penetapan kebijakan pemisahan tugas 
yang memadai agar proses pengawasan dapat 
berjalan efektif dan dapat dipertanggung 
jawabkan.   
     
6. 
Pengendalian intern bertujuan untuk mengawasi 
perealisasian anggaran dan akan di minta 
pertanggung jawaban atas tugasnya di akhir 
periode.   
     
7. 
Adanya pengawasan untuk menilai kualitas 
pengendalian intern yang kemudian akan di 
laporkan di akhir periode. 
     
8. Adanya pengawasan secara terus menerus dan periodic. 
     
9. 
Pengendalian intern akan berguna ketika pada 
akhir periode ternyata ada ketidak sesuaian 
antara anggaran yang di tetapkan dengan 
anggaran yang terealisasi. 
     
 
NO PERNYATAAN 
Realisasi Anggaran STS TS RR S SS 
1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. 
     
2. 
Setiap instansi harus melaporkan hasil dari 
realisasi anggarannya sesuai fakta dan kenyataan 
yang ada dalam instansi. 
     
3. 
Laporan Keuangan SKPD dan Pemda Yang 
dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LO, 
LPE, LPSAL, LRA, Neraca dan Catatan atas 
laporan Keuangan. 
     
4. Bagian yang terpenting dari pelaporan adalah pertanggungjawabanyya. 
     
5. 
Realisasi Anggaran nantinya akan dibuatkan 
laporan realisasi anggran (LRA) yang menjadi 
bagian dari laporan pertanggung jawaban. 
     
6. 
Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan  
APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan dengan menerbitkan laporan 
keuangan pemda untuk pertanggungjawaban 
pada publick.  
 
     
 
NO PERNYATAAN 
Akuntabilitas Keuangan Daerah STS TS RR S SS 
1. Visi dan misi istansi harus di jabarkan ke dalam 
rencana strategik organisasi.   
     
2. 
Pemerintah menyampaikan rancangan APBD 
kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. 
     
3. Pemerintah daerah menyampaikan laporan 
realisasi semester pertama pelaksanaan APBD. 
     
4. 
Semua manfaat yang bernilai uang merupakan 
pendapatan daerah dan dianggarkan dalam 
APBD. 
     
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan 
atau program selesai dilaksanakan. 
     
6. Membuat laporan pada atasan setiap progran telah dilaksanakan. 
     
7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. 
     
8. Melakukan pemantauan terhadap program yang terealisasi. 
     
9. 
LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam merencanakan program/kegiatan 
selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan. 
     
10. 
Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk 
laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan 
peraturan pemerintah. 
 
     
11. 
Laporan keuangan SKPD di review oleh 
inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK. 
 
     
 
Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian  
Perencanaan Anggaran 
NO PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 3 3 3 3 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 3 4 
8 4 4 4 3 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 3 
11 4 4 5 3 4 5 5 5 
12 4 4 5 3 4 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 2 4 4 4 4 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 
18 4 5 5 5 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 5 5 4 4 4 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 4 4 5 4 4 5 4 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 4 5 5 5 5 5 5 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 
28 5 4 5 5 5 5 5 5 
29 5 4 5 5 5 5 5 5 
30 5 4 5 5 5 5 5 5 
31 5 5 4 3 3 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 2 2 4 2 4 
34 4 4 4 4 5 4 4 4 
35 5 5 5 4 5 5 5 5 
33 4 4 4 2 2 4 2 4 
34 4 4 4 4 5 4 4 4 
35 5 5 5 4 5 5 5 5 
36 5 4 4 4 4 4 4 4 
37 5 5 5 5 5 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 5 5 5 5 5 5 
40 4 4 4 5 5 4 4 4 
41 4 4 4 4 5 5 5 5 
42 4 4 4 4 5 5 5 5 
43 4 4 4 4 5 5 5 5 
44 4 4 4 4 5 5 5 5 
45 4 4 4 4 5 5 5 5 
46 4 4 4 4 5 5 5 5 
47 5 5 5 4 5 5 5 5 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 4 4 4 4 3 3 2 4 
50 5 4 4 4 4 4 5 5 
51 5 5 4 4 4 5 4 5 
52 5 5 5 4 4 4 5 4 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 5 4 4 4 5 4 4 4 
57 5 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 5 5 5 5 5 5 
59 4 4 5 5 5 5 5 5 
60 4 4 5 5 5 5 5 5 
61 4 4 5 5 5 5 5 5 
62 5 4 5 2 4 4 3 3 
63 5 5 5 5 5 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 5 4 4 4 4 4 4 4 
67 5 4 4 4 4 4 4 4 
68 4 5 4 3 5 4 5 5 
69 4 4 4 3 5 3 4 4 
 
Pengendalian Intern 
NO PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PI9 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
8 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
9 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
10 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
11 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
12 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
13 5 3 3 3 4 4 4 5 4 
14 5 3 3 3 4 4 4 5 4 
15 5 3 3 3 4 4 4 5 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
18 5 4 4 2 4 2 2 5 2 
19 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 4 4 5 4 4 5 2 4 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 2 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
27 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
28 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
29 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
30 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
31 5 5 5 4 4 3 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 2 3 3 3 3 2 
34 5 5 4 4 4 2 2 5 4 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
41 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
42 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
43 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
44 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
45 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
46 5 5 4 4 4 2 2 4 2 
47 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
48 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
49 5 4 4 2 5 5 5 5 2 
50 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
52 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
53 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
56 5 4 4 4 4 5 4 4 2 
57 5 4 4 4 4 4 4 4 2 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
63 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 2 3 4 5 4 4 4 5 
68 5 2 3 3 4 4 4 3 5 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Realisasi Anggaran 
No RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 
1 4 3 4 5 4 4 
2 4 4 4 4 4 5 
3 4 3 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 5 4 4 
9 4 4 4 5 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 
11 5 4 4 5 4 4 
12 5 4 4 5 4 4 
13 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 
16 4 4 4 4 5 3 
17 5 5 5 5 5 5 
18 4 5 4 2 5 4 
19 4 4 4 4 4 4 
20 5 5 4 5 5 4 
21 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 4 5 4 
23 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 4 4 4 
27 5 5 5 4 4 4 
28 5 5 5 4 4 4 
29 5 5 5 4 4 4 
30 5 5 5 4 4 4 
31 5 5 5 4 5 4 
32 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 
35 5 5 5 5 5 4 
36 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 5 4 4 5 
38 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 3 4 4 
40 4 4 3 4 4 3 
41 4 5 4 4 4 4 
42 4 5 4 4 4 4 
43 4 5 4 4 4 4 
44 4 5 4 4 4 4 
45 4 5 4 4 4 4 
46 5 4 4 4 5 5 
47 5 5 5 5 5 4 
48 5 5 5 5 5 5 
49 5 5 4 2 4 4 
50 5 4 4 5 4 4 
51 5 5 4 5 5 5 
52 4 4 5 5 5 5 
53 5 5 5 5 5 5 
54 4 4 4 4 4 4 
55 4 5 4 5 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 3 4 
59 4 4 4 4 3 4 
60 4 4 4 4 3 4 
61 4 4 4 4 3 4 
62 5 4 4 4 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 
65 5 4 4 4 5 4 
66 5 5 5 5 5 5 
67 5 4 5 5 4 4 
68 5 5 5 5 5 4 
69 4 5 4 4 4 4 
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah 
No AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 AK9 AK10 AK11 
1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 
2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 5 2 1 3 4 4 4 2 4 4 
12 4 5 2 1 3 4 4 4 2 4 4 
13 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
14 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
15 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
17 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
18 5 5 4 2 2 5 4 2 4 4 2 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 2 4 2 2 2 4 4 3 4 3 
34 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4 5 
35 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
36 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
39 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
40 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
41 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
42 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
43 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
44 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
45 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
47 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
48 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 
49 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 
50 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
52 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
68 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
69 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
 
Lampiran 3 : Uji Validitas     
1. Perencanaan Anggaran 
 
 
 
2. Pengendalian Intern  
3. Realisasi Anggaran  
  
4. Akuntabilitas Keuangan Daerah 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 : Realibilitas 
1. Perencanaan Anggaran  
  
 
2. Pengendalian Intern  
  
 
3. Realisasi Anggaran  
  
 
4. Akuntabilitas Keuangan Daerah  
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